KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah
SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya, Naskah Akademik Rancangan Praturan
Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Perpustakaan telah selesai
disusun. Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis,
karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang
baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,
informasi, dan rekreasi para pemustaka.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah Kota/Kota dalam hal
urusanperpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kota/kota.

2. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kota/kota.

3. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kota/kota.

4. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh
PemerintahDaerah Kota/kota.

Undang-undang 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan maupun
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
undang 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan belum secara rinci mengatur
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Perpustakaan. PP 24 tahun 2014 baru
memeberikan pokok-pokok pengaturan yang tertuang pada pasal 44 tentang
Rencana Strategis dan Rencana KerjaPemerintah Daerah, dan pasal 74 tentang
pembudayaan gemar membaca. Mendasarkan pada Kkewajiban dan
kewenangan pemerintah daerah tersebut, diperlukan peraturan daerah yang
mengatur tentang perpustakaan agar menjadi acuan pemerintah daerah. Maka
untuk menyusun peraturan daerah tersebut diperlukan satu telaah akademik
berupa naskah akademik.

Dengan selesainya penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran
Ranperda Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, selanjutnya
kami berharap segera dapat rekomendasi dan disetujui untuk dibahas bersama

DPRD dan Walikota.

Bontang, Januari 2023

Tim Penyusun



DAFTARISI

KATA PENGANTAR ... reeseeseesreessesssessssssssesssssessessssesssass e sssasssse s s ssssass s assssssssessssssssessssssssessssssssassaseens i
DIAFTAR ISToeeereeeeetseesecsssessseesssesssessssesssessssessses s s s es e s £ R R R AR E SRR R b ii
BAB I PENDAHULUAN ....cootiismisssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1
AL LAtAr BelAKANG .oooooeeeeeeeeesssusssssrreseeeeeessssssssmssssssssssesssseessssssssssssssssssssssseeesssssssssssssss s essssssssssssssssssssssssssessssssss 1
B. Identifikasi Permasalanani... o cemmmmmmmssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 2
C. Tujuan dan Kegunaan Kagiatan Penyusunan Naskah AkademiK.......cc.ccoueenmeereeenreereeens 3
D. Metode Penulisan Naskah ARQAEMIK ....uuuuuueeeeeeceeessssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 4
E. Sistematika Naskah ARAAEMUK ... cceeeeemmmmmrssssssseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.......ccociimmnmnsmnssnssssnsssssssssssssssssssssssnnns 7
YN L 1 2T 0T <T0) L N 7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma............... 33

C. Kajian terhadap Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang

Dihadapi Masyarakat ........ersmessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssns 39

D. Implikasi Perda Terhadap Keuangan Pemerintah Daerah ......connncnneesecennennne. 42

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT .....cecosunese 44

A UNAANG-UNAANG .orrrrrrrrrrrrsmmmsssrrrssessseeessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssesssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssss 44

B. Peraturan Pemerintah ... eeectsssesecesessessssessesssesssesssesssessssssssessssessssssssssssssssssssans 54

C. Peraturan DAEIah ... ceeeeeesessessesessessessss s ssssssessssssssessssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssans 59

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS........ccooumsmmmsmnsmsesnsssssssssensnas 131

A, Landasan FiSIOlO@IS.....coeereeseessseesseessssssesssessssssssesssessssssssessssssssssssssssssssssesssessssssssessssessans 131

B. Landasan SOSIOIO@IS.....cuenrnesessesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 133

C. Landasan YUTTAIS. .o eeeeeemeeseesssesseessseessessssesssessssesssessssesssessssesssessssssssessssesssssssssssssssssesssessssess 134
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAB RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATUDAN DAERAH....cccimmsmmmsmssssmsssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssas 137

A, KetenNTuan UMUIT ... sesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssses 137

B. Materi Yang AKan DIatUr .....essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssseses 140

C. Ketentuan SANKSI ...eceeeeerreesseesseesseessessseesssesssessssessssssssssssessssesssessssassssssssesssessssessssssssesssessssess 141

BAB VI PENUTUP......cosiitmsmcsssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssasssssssssssasssssssnsss 142

ii



BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Membaca merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam
keberlangsungan kehidupan masyarakat untuk menuju proses yang berkembang,
Membaca adalah proses untuk mengenal kata dan memadukan arti dalam kalimat
dan struktur bacaan sehingga hasil akhir dari proses membaca adalah seseorang
mampu membuat inti dari bacaan. Membaca merupakan sarana yang tepat untuk
mempromosikan suatu pembelajaran sepanjang hayat (life-long learning). Membaca
juga memerlukan tempat yang tenang sehingga pembaca dapat menikmati buku
bacaan yang mereka baca. Perpustakaan merupakan tempat yang strategis untuk
membaca sebuah buku, juga tempat untuk menemukan bahan bacaan yang kita
inginkan.BerdasarakanUU No. 43 Tahun 2007 Perpustakaan adalah suatu unit kerja
yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis
dan dapat digunakan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. Perpustakaan
merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam
secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan
bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran
membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian,
pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan
keberdayaan bangsa.

Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, dimana perpustakaan salah satu urusan wajib yang
harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Secara tegas kewajiban Pemerintah
Daerah diatur dalam Pasal 8 UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, meliputi :
(1) menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; (2)
menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-
masing; (3) menjamin Kkelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan
perpustakaan sebagai pusat sumber belajarmasyarakat; (4) menggalakkan promosi
gemar membaca memanfaatkan perpustakaan; (5) memfasilitasi penyelenggaraan
perpustakaan di daerah; (6) menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan
umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitiandan rujukan tentang
kekayaan budaya daerah di wilayahnya. Dalamrangka menjalankan kewajiban

berkaitan dengan perpustakaan, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk: 1)



menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaandan pengembangan perpustakaan di
wilayah masing-masing; 2) mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan
dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan 3) mengalihmediakan
naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk
dilestarikan dan didayagunakan.

Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah Kota/Kotadalam hal urusan
perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kota/kota.

2. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kota/kota.

3. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kota/kota.

4. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang
ditemukan olehPemerintah Daerah Kota/kota.

Undang-Undang 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan maupun Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- undang 43 Tahun
2007 Tentang Perpustakaan belum secara rinci mengatur Pemerintah Daerah dalam
pengelolaan Perpustakaan. PP 24 tahun 2014 baru memeberikan pokok-pokok
pengaturan yang tertuang pada pasal 44 tentang Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, dan pasal 74 tentangpembudayaan gemar membaca.

Mendasarkan pada kewajiban dan kewenangan pemerintah daerahtersebut,
diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang perpustakaan agar menjadi
acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan
perpustakaan. Pemerintah Kota Bontang memandang penting pengaturan
perpustakaan melalui Peraturan Daerah sebagai langkah menterjemahkan perintah
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Denganadanya peraturan daerah tentang
perpustakan, diharapkan perpustakaan mampu menjalankan fungsinya sebagai
wahana belajar sepanjang hayat dan mengembangkan potensi masyarakat agar
menjadi warga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab

dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dan nasional.

. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bontang dalam

Penyelenggaraan Perpustakaan, antara lain:

1. Koleksi buku perpustakaan belum mutakhir dimana seharusnya

perpustakaan menyediakan koleksi 3 (tiga) tahun terakhir, sehingga



kurangmenarik masyarakat untuk mengunjungi Perpustakaan;
. Sarana dan Prasarana Perpustakaan belum seluruhnya sesuai dengan
standar yang ada;
. Kurangnya pemahaman tenaga perpustakaan dalam mengelola
perpustakaan dan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka;
. Standar Pengelolaan Perpustakaan yang masih kurang sehingga
perustakaantersebut tidak bisa melayani para pemustaka secara optimal;
5. Belum adanya Peraturan Daerah Kota Bontang yang dapat menjadi
acuan bagi Perpustakaan di Kota Bontang dalam Penyelenggaraan

Perpustakaan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpusakaan adalah :

1. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, memuat unsur filosofis,
sosiologis, dan yuridis sesuai kebutuhan saat ini dan akan datang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Meyediakan bahan dasar yang memberikan pokok-pokok pemikiran,
dasar- dasar dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi materi muatan
Rancangan Peraturan  Daerah  tentang  Penyelenggaraan
Perpustakaan, yang dilandasi kajian ilmiah dalam bentuk laporan
Naskah Akademik.

3. Memberikan kemudahan dan/atau membantu dalam perumusan
dan/atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan dengan DPRD.

Adapun Kkegunaan dari penyusunan Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perpusakaan adalah

memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam

penyelenggaraan perpustakaan

daerah yang maju, berkembang untuk mencerdaskan kehidupan

masyarakatKotaBontang.



D. Metode Penulisan Naskah Akademik
Metode penyusunan naskah akademik dan Draf Raperda
Penyelenggaraan perpustakaan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Bontang pada dasarnya merupakan
suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah
Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum
yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah menggunakan konsepsi
legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma
tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang
berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif
yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang
nyata. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder sebagai bahan dasar untuk ditelitidengan cara mengadakan
penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Melengkapi metode yuridis normatif, pendekatan dilakukan dengan
yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis
empirisadalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-
peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang
mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan.

Metode dan pendekatan ini dilakukan melalui studi pustaka yang
menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-
undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum
lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Jenis data
yang diperoleh dari bahan kepustakaan ini disebut dengan data sekunder
yang meliputi buku-buku, jurnal dan bahan dokumenter lainnya. Data yang

diperoleh dari bahan kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat, seperti UU No. 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan, UU No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan
Nasional, Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan di Provinsi
Kalimantan Timur.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau
menerangkan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil
penelitian dan hasil karya dari para pakar yang ada hubungannyadengan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
Kota Bontang.

C. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum tertier, yakni bahan yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan
sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan

lain-lain yang relevan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif yang
menginterpretasikan secara logis, sistematis dan konsisten terhadap data
dan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Metode analisis normatif,
merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil
penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori
hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma
hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan
fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan
melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (conclution) terhadap

permasalahannya.

E. Sistematika Naskah Akademik
Penyusunan rancangan peraturan daerah disusun berdasarkanUndang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, dan penjabarannya dalam Permendagri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah secara sistematis terdiri dari enam
(6) bab, secara sistematis dikemukakan sebagai berikut :

1. Judul

2. KataPengantar

3. Daftar Isi



4. BabIPendahuluan

a. Latar Belakang

b. Identifikasi Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

d. Metode

€. Sistematika Naskah Akademik

5. BablIl Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

a. Kajian teoritis

b. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada,
sertapermasalahan yang dihadapi masyarakat.

d. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur
dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek
kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek bebankeuangan
negara.

6. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang -

UndanganTerkait

7. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

b. Landasan Sosiologis

C. Landasan Yuridis

8. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Peraturan Daerah

a. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian
istilah, dan frasa;

b. Materi yang akan diatur;

C. Ketentuan sanksi; dan

d. Ketentuan peralihan.
9. Bab VIPenutup

Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah



BABII
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis
1. Pengertian Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan diperkirakan sudah ada sejak 5000 tahun
yang lalu, perpustakaan memiliki beberapa prinsip yaitu diciptakan oleh
masyarakat, dipelihara oleh masyarakat, terbuka untuk semua orang, harus
berkembang dan pengelolaannya harus orang yang berpendidikan (Lasa,
2009:263). Perpustakaan berasal dari kata Sansekerta, pustaka yang artinya
kitab, buku. Dalam bahasa Inggris, istilah library berasal dari kata Latin liber
atau libri yang artinya buku. Dari kata Latin tersebut, terbentuklah istilah
librarius yang artinya tentang buku. Dalam New Oxford American Dictionary
(2010), “library” berarti sebuah bangunan atau ruangan yang berisi koleksi
buku, jurnal, dan beberapa film dan rekaman musik bagi orang untuk

membaca, meminjam, atau merujuk.

Akar kata library adalah liber (bahasa latin) artinya buku, sedangkan
akar kata bibliotheek adalah biblos yang artinyabuku (Yunani), sebagaibentuk
lanjut perkembangan kata ini, dalam kehidupan sehari-hari sering dikenal
Bible artinya Alkitab. Dengan demikian istilah perpustakaan selalu
dikaitkandengan  buku atau Kkitab. Jadi tidak mengherankan

apabila definisi perpustakaan selalu mengacu pada buku dan
segala aspeknya (Sulistyo-Basuki, 1994:2). Perpustakaan berasal dari kata
pustaka yang artinya kitabatau buku. Perpustakaan dalam bahasa Arab
berarti maktabah, bibliotheca(bahasa Italia),
bibliotheque (bahasa Perancis), bibliothek (bahasa Jerman),
bibliotheek (bahasa Belanda) (Lasa, 2009:262).Di Indonesia, perpustakaan
diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
Perpustakaan. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan
Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,informasi, dan

rekreasi para pemustaka.
Kehadiran perpustakaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Perpustakaan dimaksud untuk menyimpan dan Memencarkan IImu

Pengetahuan: Sepanjang sejarah manusia, perpustakaan merupakan satu-



satunya pranata ciptaan manusia, tempat manusia dapat menemukan
kembali informasi yang permanen serta luas ruang lingkupnya.
Masyarakat selalu mengatakan bahwa perpustakaan mempunyai efek

sosial, ekonomi, politik dan edukatif.

. Perpustakaan Merupakan Pusat Kekuatan: Perpustakaan merupakan
gudang ilmu pengetahuan maka perpustakaan pun merupakan kekuatan.
dengan kekuatan spiritual dan fisik. Perpustakaanmerupakan tempat
penyimpanan rekaman ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan

merupakan kekuatan.

. Perpustakaan harus berkembang: Perpustakaan harus berkembang
walaupun laju pertumbuhan tidak selalu sama. Perpustakaan harus
berkembang karena pengguna perpustakaan menghendaki
pengembangan koleksi yang mampu mengikuti kemajuan ilmu
pengetahuan. Bila koleksi tidak berkembang, perpustakaan akan

ditinggalkan pembacanya.

. Perpustakaan terbuka untuk semua orang: Perpustakaan harus terbuka
bagi semua bagi semua anggota masyarakat dengan tidak memandang
perbedaan usia, kelamin, pekerjaan, usia, keyakinan, warna kulit maupun

agama.

. Perpustakaan harus punya pustakawan yang professional: Adalah tugas
pustakawan untuk menambah koleksi perpustakaan, pustakawan harus
tahu koleksi/buku yang baik, tepat dan diminati pengguna, pustakawan
juga harus bisa menyusun koleksi/buku menurut aturan tertentu karena
keunggulan koleksi akan sia-sia belaka bila tidak digunakan. Untuk dapat
digunakan oleh pengguna/pembaca maka koleksi perpustakaan harus
diatur menurut susunan tertentu. Pembaca akan mengalami kesulitan
dan bingung apabila menemui sebuah perpustakaan dengan koleksi
misalnya 10.000 koleksi/buku yang tidak diatur/disusun dengan baik
Maka perpustakaan harus punya pustakawan yang professional dalam

menangani tugas tersebut.



Menurut Sutarno (2006) sebuah perpustakaan mempunyai ciri-ciri dan
persyaratan tertentu, seperti :

1. Tersedianya ruangan/gedung yang diperuntukkkan Kkhusus
untukperpustakaan.

2. Adanya koleksi bahan pustaka dan sumber informasi lainnya.

3. Adanya petugas yang menyelenggarakan Kkegiatan dan
melayani pemakai.

4. Adanya komunitas masyarakat pemakai.

5. Adanya sarana dan prasarana yang diperlukan.

6. Diterapkannya suatu sistem dan mekanisme tertentu yang merupakan
tata cara, prosedur dan aturan-aturan agar segala sesuatunya
berlangsung lancar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pembentukan
perpustakaan paling sedikit memenuhi syarat yaitu :

1. Memiliki koleksi perpustakaan;

2. Memiliki tenaga perpustakaan;

3. Memiliki sarana dan prasaran perpustakaan;

4. Memiliki sumber pendanaa; dan

5. Memberitahukan keberadaannya ke perpustakaan Nasional

Pelayanan perpustakaan menurut Moenir ( 2001:27) adalah serangkaian
kegiatan, karena itu merupakan proses. Pelayanan umum diartikan sebagai
segala bentuk kegiatan pelayanan untuk umum yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintahan di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha
milik negara/daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan (Lembaga Administrasi Negara,
1998).

Adapun yang dimaksud dengan pelayanan perpustakaan adalah
pemberian layanan kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam
pemenuhan kebutuhan akan informasi dengan mematuhi peraturan-peraturan
yang telah di tetapkan serta presedur yang ditentukan Ketidaksesuaian antara
harapan dan layanan yang diberikan akan menimbulkan kesenjangan (gap).

Pada dasarnya perpustakaan yang baik dapat diukur darikeberhasilannya

dalam menyajikan pelayanan yang berkualitas kepada



masyarakat pemakainya. Lengkapnya fasilitas yang ada, besarnya dana yang
disediakan dan banyaknya tenaga pustakawan tidak berarti apa-apa bila
perpustakaan tersebut tidak mampu menyediakan pelayanan yang
berkualitas.
. Fungsi dan Tujuan Perpustakaan

Menurut Pasal 3 UU No. 43 Tahun 2007, menyatakan bahwa
perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian,
informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan
bangsa. Sementara itu tujuan perpustakaan adalah memberikan layanan
kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas

wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fungsi perpustakaan kemudian dijabarkan menurut Darmono
menjadi beberapa fungsi yaitu :
1. Fungsi pendidikan
Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi
bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya sebagai sarana untuk
menerap-kan tujuan pendidikan. Melalui fungsi tersebut manfaat yang
diperoleh, meliputi : (a) agar pengguna perpustakaan mendapat
kesempatan untuk mendidik diri sendiri secara berkesinambungan; (b)
membangkitkan dan mengembangkan minat yang telah dimiliki pengguna
yaitu dengan mempertinggi kreativitas dan kegiatan intelektual; (c)
mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat yang
demokratis;
(d) mempercepat penguasaan dalam bidang pengetahuan dan
teknologi baru.
2. Fungsi penelitian
Perpustakaan menyediakan berbagai jenis dan bentuk informasi
untuk menunjang kegiatan penelitian.
3. Fungsiinformasi
Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi
bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya agar pengguna
perpustakaan dapat; (a) Mengambil berbagai ide dari buku yang ditulis
oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu; (b) menumbuhkan rasa percaya
diri dalam menyerap informasi dalam berbagai bidang serta mempunyai

kesempatan untuk dapat memilih informasi yang layak sesuai
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kebutuhan; (c) memperoleh kesempatan untuk mendapatkan berbagai
informasi yang tersedia di perpustakaan dalam rangka mencapai tujuan
yang diinginkan; (d) memperoleh informasi yang tersedia di
perpustakaan untuk  memecahkan masalah yang  dihadapi
dalamkehidupan sehari-hari dimasyarakat.
4. Fungsi budaya

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi meliputi bahan
tercetak, terekam maupun koleksi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh
pengguna untuk; (a) meningkatkan mutu kehidupan dengan
memanfaatkan berbagai informasi sebagai rekaman budaya bangsa untuk
meningkatkan taraf hidup dan mutu kehidupan manusia baik secara
individu maupun secara kelompok; (b) membangkitkan minat terhadap
kesenian dan keindahan yang merupakan salah satu kebutuhanmanusia
terhadap cita rasa seni; (c) mendorong tumbuh kreativitas dalam
berkesenian; (d) mengembangkan sikap dan sifat hubungan manusia
yang positif serta menunjang kehidupan antar budaya secara harmonis;
(e) menumbuhkan budaya baca di kalangan pengguna sebagai
bekal penguasaan alih teknologi.

5. Fungsirekreasi

Perpustakaan menyediakan berbagai informasi meliputi bahan
tercetak, terekam maupun Kkoleksi lainnya, antara lain untuk: (a)
menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani; (b)
mengembangkan minat rekreasi pengguna melalui berbagai bacaan dan
pemanfaatan waktu luang; (c) menunjang berbagai kegiatan kreatifserta

hiburan yang positif.

Menurut Suherlan Muchyidin tujuan perpustakaan adalah untuk
membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan
kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar
mereka:

a. Dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesimbungan,

b. Dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu
pengetahuan, kehidupan sosial dan politik,

C. Dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang konstruktif untuk
menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik,

d. Dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, membina

rohani dan dapat menggunakan kemempuannya untuk dapat
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menghargai hasil seni dan budaya manusia,

€. Dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari dan lapangan
pekerjaannya,

f. Dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi
secara aktif dalam pembangunan nasional dan dalam membina
saling pengertianantar bangsa, dan

g. Dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat

bagikehidupan pribadi dan sosial.

3. Jenis Perpustakaan

Jenis-Jenis Perpustakaan berdasarkan Undang-undang No. 43 Tahun

2007 tentang Perpustakaan terdiri atas:

a.

Perpustakaan Nasional

Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen
(LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang
perpustakaan yang Dberfungsi sebagai perpustakaan pembina,
perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian,
perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta
berkedudukan di ibukota negara.

Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi
masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa
membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-
ekonomi.

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan
bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat
sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang
berkedudukan disekolah/madrasah.

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan
bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarkat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk
mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di
perguruan tinggi.

Perpustakaan Khusus

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara
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terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga
masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau
organisasi lain.
Perpustakaan dibagi menjadi tiga tipe yang berbasis pada penggunaan
teknologi, antara lain :
1. PepustakaanKertas (Paper Library)
Tipe perpustakaan ini merupakan konsep dimana teknik operasional
perpustakaan (pembelian, pengolahan, pengkatagogan, dan sirkulasi)dan
bahan pustaka (terutama teks) masing-masing berbasis kertas dan karton.
2. Perpustakaan Terotomatisasi (Automated Library)
Tipe ini sudah mulai berbasis teknologi komputer, namun bahan pustaka
masih berbentuk kertas sebagai medianya.
3. Perpustakaan Elektronik (Electronic Library)
Tipe perpustakaan ini merupakan konsep dumana bahan pustaka maupun
teknik operasional perpustakaan berubah ke dalam bentuk elektronik.
Dalam proses perkembangannya, ada masa transisi antara tipe
perpustakaan tradisional yang berbasis koleksi cetak dan tipe perpustakaan
berbasis informasi elektronik yang dikenal dengan perpustakaan hibrida
(hybrid library). Perpustakaan hibrida merupakan perpustakaan yang memiliki
koleksi tercetak yang permanen dan setara dengan koleksi elektronik atau
digital lainnya. Perpustakaan hibrida bermaksud mempertahankan koleksi
tercetak, bukan menggantikan semuanya dengan koleksi elektronik atau
digital.
. Layanan Perpustakaan
Menurut Rahayuningsih (2007) Layanan yang dikembangkan

perpustakaan antara lain:

1. Layanan Administrasi, adalah layanan yang menyusun rencana operasional
layanan meliputi jenis, sistem, peraturan, tata tertib, kebutuhan biaya,

peralatan, tenaga serta penentuan fokus segmen pemakai.

2. Layanan informasi, adalah layanan yang dimaksud dengan layana
informasi adalah menyediakan dan memberikan informasi yang
diperlukan pemakai. Termasuk didalamnnya informasi terbaru/kilat
informasi terseleksi. Informasi perpustakaan dipersiapkan dari berbagai
sumber yang jelas, diakui keberadaannya, valid, realible, dan faktual

sehingga dapat dipercaya dan dapat dipergunakan dengan baik.
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. Layanan penelitian, Para peneliti yang membutuhkan sumber informasi
diperpustakaan dapat dengan mudah dan cepat memperolehnya atas
bantuan staf perpustakaan. Karena sumber-sumber tersebut tersedia

diperpustakaan dan dilayani dengan baik.

. Layanan rekreasi, layanan yang memberikan kesan indah dan bersifat
estetika, lananan ini biasannya terdapat di perpustakaan umum juga
terdapat di berbagai macam perpustakaan khusus lainnya yang di
dalamnya memuat tentang bacaan fiksi, cerita majalah, dan surat kabar.
Layanan rekreasi yang paling penting adalah layanan kejiwaan. Karena
dengan membaca bahan bacaan tersebut diperpustakaan akan diperoleh

rasa senang dan puas.

. Layanan sirkulasi, adalah kegiatan melayani pemakai jasa perpustakaan
dalam pemesanan, peminjaman, pengembalian serta penyelesaian
administrasinya. Bahan pustaka yang boleh atau dapat dipinjam dibaca
diluar perpustakaan pada umumnya adalah koleksi umum (non referensi).
Petugas layanan harus meneliti dan harus mengecek kondisi bahan

pustaka yang akan dipinjam atau dikembalikan.

. Layanan referensi, adalah layanan yang hanya dapat diberikan terbatas
diperpustakaan. Hal ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya
keterbatasan koleksi, menurut isi dan sifatnnya hanya dibaca pada bagian
tertentu, tidak semua isinya, pertimbangan keselamatan dan keutuhan
koleksi dan untuk kepentingan orang banyak. Layanan rujukan itu
merupakan layanan informasi kepada pengguna perpustakaan dalam

bentuk cepat atau pemberian bimbingan pemakai sumber rujukan.

. Penelusuran literature, kegiatan mencari atau menentukan kembali semua
kepustakaan yang pernah terbit atau pernah ada mengenai seuatu bidang
tertentu. Atau dalam hal ini bisa di artikan sebagai penelusuran bibilografi

pustaka dengan menggunakan katalog.

. Bimbingan pemakai, memberikan panduan atau penjelasan tentang
penggunaan perpustakaan kepada pengguna kelompok baru
perpustakaan, agar mereka bisa memahami bagaimana cara

menggunakan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

. Analisis kepustakaan, kegiatan membuat karangan atau tulisan baru yang
diperleh dengan jalan mengkaji dan mensarikan kepustakaan yang ada

tentang suatu bidang tentertu untuk keperluan pengguna perpustakaan

14



10. Statistik layanan, adalah cara yang digunakan untuk melaporkan kondisi
perpustakaan kepada pimpinan guna mengetahui perkembangan,
kemajuan, kesulitan, kebutuhan, tuntutan ataupun tantangan yang
dihadapi dalam rangka memberikan layanan yang cocok dengan

permintaan pemakai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004, waktu dan
jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan
pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam
menggunakan perpustakaan. Perpustakaan dapat melakukan kerja sama
pelayanan dengan perpustakaan lain atau dengan sesama unit kerja dalam
lingkup organisasi. Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai
dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem
manajemen. Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untukmeningkatkan
citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta
meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat.Promosi pelayanan
perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana
yang memadai.

Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit
mengenai sistem dan jenis pelayanan.

1) Sistem Pelayanan

Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan
sistem tertutup. Sistem pelayanan perpustakaan tersebut ditentukan oleh
setiap perpustakaan. Kedua sistem pelayanan ini ada hubungannya dengan
cara bagaimana perpustakaan memberikan kesempatan kepada pemustaka
untuk menemukan koleksi dan informasi yang mereka butuhkan. Masing-
masing sistem pelayanan perpustakaan mempunyai kelebihan dan
kelemahan. Berikut ini penjelasannya.
a) Sistem Pelayanan Terbuka (Open Access)

Sistem pelayanan ini memberikan kebebasan kepada pemustaka
untuk mencari dan menemukan secara langsung koleksi perpustakaan
dan sumber informasi yang ia perlukan. Tujuan sistem pelayanan terbuka
adalah memberikan kebebasan kepada pemustaka untuk mendapatkan
koleksi seluas-luasnya, tidak hanya sekedar membaca- baca, tetapi juga
mengetahui berbagai alternatif pilihan koleksi yangada di rak, yang kira-

kira dapat mendukung penelitiannya atau memenuhi kebutuhan
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informasinya. Kekurangan dari sistem ini adalah susunan buku dalam rak
menjadi sulit teratur.
b) Sistem Pelayanan Tertutup (Close Access)

Pada sistem pelayanan tertutup, pemustaka tidak boleh secara
langsung mencari dan mengambil koleksi dari rak. Pustakawan dan
tenaga teknis perpustakaan yang akan mencarikan dan mengambilkan
koleksi dari rak. Kelebihan dari sistem pelayanan tertutup ini adalah
susunan dan letak buku terpelihara, dan tidak perlu ada petugas khusus
untuk mengawasi pengguna. Sementara itu kekurangannyaantara lain:
kebebasan melihat buku tidak ada, harus dicari melalui katalog.
Ketersediaan buku juga terkadang tidak ada padahal dalam katalog ada,

sehingga harus memilih lagi sampai berulang-ulang.

Dengan menggunakan sistem ini, pustakawan dan tenaga teknis
perpustakaan akan lebih sibuk bekerja karena harus bergerak terus
mencari koleksi yang diperlukan pemustaka di rak, terlebih pada saat
pemustaka banyak berkunjung, misalnya saat menjelang ujian siswa dan
mahasiswa. Pada saat-saat seperti itu, banyak sekali pemustaka yang
mencari koleksi dan memerlukan bantuan pustakawan dan tenagateknis
perpustakaan menelusur informasi yang mereka butuhkan. Penerapan
sistem pelayanan tertutup mengharuskan pemustaka mencari dan
mencatat data bibliografis serta nomor panggil koleksi yang ia
butuhkan. Pencarian dan penelusuran data bibliografis tersebut dapat
menggunakan berbagai sarana temu kembali informasi, seperti: katalog,

indeks, bibliografi, dan sebagainya.

2) Jenis-Jenis Layanan Pemustaka di Perpustakaan

Seperti sudah dijelaskan bahwa jumlah jenis atau macam layanan
pemustaka di perpustakaan yang dapat diberikan kepada pemustaka
sesungguhnya cukup banyak variasinya. Namun semua layanan tersebut
penyelenggaraannya haruslah disesuaikan dengan kondisi tenaga
perpustakaan dan kebutuhan penggunanya. Untuk mengingatkan saja
bahwa macam layanan pengguna tersebut antara lain dapat disebutkan
sebagai berikut:

a) Layanan sirkulasi
Pelayanan sirkulasi adalah pelayanan yang menyangkut peredaran

bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Pada pelayanan
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sirkulasi ini dilakukan proses peminjaman bahan pustaka yang boleh
dipinjam, penentuan jangka waktu peminjaman, pengembalian bahan
pustaka yang dipinjam dan pembuatan statistik peminjaman untuk
membuat laporan perpustakaan (jenis layanan ini akan dibahas lebih

terperinci dalam bab tersendiri).

Jenis koleksi yang dipinjamkan biasanya terbatas kepada bahan
tercetak saja. Tetapi ada juga perpustakaan yang meminjamkan bahan-
bahan non buku seperti kaset audio, kaset video, bahkan sekarang
dengan variasi koleksi di perpustakaan ada perpustakaan yang
meminjamkan koleksi bahan pustaka dalam bentuk disket, CD- ROM,
Video-CD atau VCD dan DVD serta bahan-bahan lain. Bahan tercetakpun
tidak semua dipinjamkan. Jenis bahan pustaka yang lazim dipinjamkan
adalah buku teks. Ada juga perpustakaan yang meminjamkan majalah-

majalah lama (back issues).

Peminjamannya biasanya terbatas kepada anggota perpustaka-
an. Pemakai yang bukan anggota biasanya tidak boleh meminjam.
Mereka hanya diperbolehkan membaca di tempat. Jangka waktu
peminjaman bervariasi antara perpustakaan yang satu dengan
perpustakaan yang lain. Ada perpustakaan yang meminjamkan
koleksinya selama satu minggu, dua minggu dan bahkan ada yang
sebulan. Tetapi untuk buku yang sangat diminati, perpustakaan hanya
meminjamkan koleksinya selama satu hari saja (short loan collection).
Biasanya jenis peminjaman seperti ini diadakan di perpustakaan
perguruan tinggi.

b) Layanan referensi

Layanan referensi adalah kegiatan pelayanan perpustakaan untuk
membantu pemakai perpustakaan menemukan informasi dengan cara
menjawab pertanyaan dangan menggunakan koleksi rereferensi serta
memberikan bimbingan untuk menemukan dan memakai koleksi
referensi. Karena itu layanan referensi tersebut tidak lain adalah: (1)
layanan yang bersifat langsung artinya dalam memberikan layanan itu
betul-betul berhubungan langsung dengan para pemakai, (2)
memberikan informasi kepada pemakai baik informasi kepada pemakai
baik informasi yang sifatnya ilmiah untuk kepentingan studi dan
penelitian maupun informasi yang sifatnya tidak ilmiah, (3) dalam

memberikan informasi tadi pelayanan petugas referens dapat dengan
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leluasa menggunakan sumber-sumber baik yang ada di perpustakaan
sendiri maupun yang ada diluar perpustakaan, (4) membantu para
pembaca/ pemakai perpustakaan dalam menggunakan atau
memangfaatkan sumber-sumber perpustakaan yang ada dengansebaik-

baiknya.

Pada umumnya pelayanan referensi adalah sama untuk setiap jenis
perpustakaan yaitu memberikan pelayanan yang baik dan efisien kepada
pengunjung atau pemakai perpustakaan baik bersifat langsung,misalnya
menjawab pertanyaan pengunjung maupun yang sifatnya tidak langsung
seperti membina dan mengembangkan koleksi rujukan.

Tugas layanan referensi tersebut berjalan baik apabila petugas
memperhatikan orang/pemakai yang dilayaninya. Berbeda masyarakat
yang dilayani berbeda pula kebutuhannya. Disamping harus
memperhatikan kebutuhan pemakai, tentu saja perpustakaan tersebut
harus menyediakan sumber-sumber yang dapat memberikan informasi
yang tepat kepada pemakai (jenis layanan ini akan dibahas lebih
terperinci dalam bab tersendiri).

Layanan pendidikan pemakai
Tidak semua pemakai perpustakaan dapat atau mampu

menggunakan perpustakaan dengan baik dan benar. Banyak pemakai
perpustakaan tidak mengetahui fungsi katalog, cara penyusunan buku
di rak, penggunaan bahan-bahan referens, alat-alat baca seperti alat
baca mikro dan, pada perpustakaan masa kini, komputer. Bahkan pada
perpustakaan yang sudah menerapkan sistem otomasi, pemakai tidak
serta merta mengetahui dan menguasai penggunaan Kkatalog
perpustakaan (OPAC). Karena itu perpustakaan perlu dan bahkan pada
perpustakaan perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan
pemakai. Pemakai juga sering tidak mengetahui layanan-layanan apa
saja yang disediakan perpustakaan, serta bagaimana cara mendapatkan
layanan tersebut. Jadi layanan pendidikan pemakai didefinikan sebagai
layanan yang diberikan kepada pemakai yang berisi penjelasan
mengenai cara-cara pemanfaatan baik koleksi maupun layanan
perpustakaan.

Tujuan pendidikan pemakai adalah agar pemakai dapat dengan
mudah menggunakan perpustakaan dengan baik dan benar. Dengan

demikian pemakai dapat mencari kebutuhan informasinya dengan cepat,
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tepat dan efisien.

[si pendidikan pemakai antara lain adalah:

e Memperkenalkan perpustakaan secara umum seperti tugas dan
fungsi yang diemban oleh perpustakaan, apa saja yang dikoleksi oleh
perpustakaan dan jumlahnya berapa, apa saja layanan yang
disediakan oleh perpustakaan dan bagaimana cara memperolehnya.

e Keanggotaan perpustakaan seperti siapa yang boleh dan tidak boleh
menjadi anggota perpustakaan, jenis keanggotaan (biasa,luar biasa
dan lain-lain), hak-hak anggota, kewajiban anggota dan sebagainya.

e Peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pemakai
perpustakaan seperti peraturan menjadi pengunjung perpustakaan
(misalnya wajib mengisi buku tamu, tidak boleh membawa tas dan
jaket ke ruang baca/ koleksi, tidak boleh membawa makanan/
minuman ke ruang baca/ koleksi dan lain-lain), sanksi bagi pemakai
yang melanggar peraturan (denda bagi peminjam yang terlambat
mengembalikan  pinjaman, sanksi bagi peminjam yang
menghilangkan buku, sanksi bagi pemakai yang mencuri atau
melakukan penyobekan buku dan sebagainya).

e Teknik penelusuran informasi seperti bagaimana cara atau teknik
penggunaan koleksi referens, bagaimana cara penelusuran katalog,
bagaimana cara penggunaan OPAC, bagaimana cara atau teknik
penelusuran pada secara online atau penelusuran informasi yang ada
di internet, dan lain-lain).

Cara atau teknik penyampaian pendidikan pemakai sangat
bervariasi untuk setiap jenis perpustakaan. Beberapa cara antara lain:

e Disampaikan secara formal seperti penyelenggaraan pendidikan
pemakai di kelas.

e Disampaikan secara tidak formal seperti pemberian bimbingan

di ruang baca.

d) Layanan penelusuran informasi
Layanan ini biasanya diselenggarakan oleh perpustakaan khusus
(lembaga penelitian) dan perpustakaan perguruan tinggi. Pada kedua
perpustakaan ini seringkali pemakainya, karena kesibukannya yang luar
biasa, tidak sempat mencari sendiri informasi atau literatur yang
dibutuhkannya. Pada kasus yang demikian ini maka pustakawan harus

dapat membantu mereka mencarikan informasi dan literatur yang
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dibutuhkan dan diminta oleh pengguna.

Dalam menyelenggarakan layanan seperti ini beberapa
perpustakaan, khususnya di perguruan tinggi, menempatkan satu meja/
konter untuk konsultasi bagi pemakai yang membutuhkan pertolongan.
Nama konter tersebut bermacam-macam. Ada yang menamakan meja
informasi, meja konsultasi pemakai (reader adviser), meja kesiagaan
informasi dan lain-lain. Dalam hal ini pustakawan bersiaga menerima

permintaan untuk menelusur informasi yang dibutuhkan pemakai.

Persiapan yang harus dilakukan dalam menyelenggarakan layanan
ini ialah perpustakaan harus mempunyai katalog yang lengkap dan
handal sehingga pustakawan yang membantu mencarikan literatur tidak
menemui kesulitan dalam mencari kebutuhan pemakai. Perpustakaan
juga harus memiliki terbitan seperti bibliografi, indeksdan majalah
abstrak sebagai alat penelusuran informasi/ literatur. Perpustakaan
juga harus menyediakan formulir untuk mencatat pertanyaan pemakai,
mesinketik atau lebih baik komputer untuk mengetikkan jawaban hasil
penelusuran, mesin fotokopi untuk menggandakan literatur yang
dibutuhkan oleh pemakai dan lain-lain.

e) Layanan Penyebarluasan Informasi Terbaru

Layanan ini dalam bahasa Inggris disebut dengan Current
Awereness Services. Layanan ini sering diselenggarakan oleh
perpustakaan khusus (seperti perpustakaan lembaga penelitian) dan
perpustakaan perguruan tinggi.Namun demikian, bukan berarti
perpustakaan umum tidak perlu menyelenggarakan layanan ini. Tujuan
penyelenggaraan layanan ini adalah untuk memberitahukan kepada
pemakai apa saja informasi yang beru diterima oleh perpustakaan. Di
perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus layanan ini
dikenal juga dengan nama informasi kilat. Pustakawan menyediakan
daftar informasi terbaru (termasuk daftar artikel dari jurnal ilmiah yang
baru diterimanya), kemudian daftar ini dikirim ke pemakai yaitu dosen
dan peneliti, dan juga ditempel di papan-papan pengumuman. Dengan
menyebarkan daftar ini maka pemakai akan mengetahui artikel terbaru
yang menjadi koleksi perpustakaan tanpa harus datang ke perpustakaan.
Pemakai juga dapat memesan fotokopi artikel tersebut juga tanpa harus

datang ke perpustakaan (misalnya saja memesan melalui telepon, fax
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dan saat ini ketika komunikasi dapat dilakukan melalui internet

pemakaijuga bisa memesan artikel melalui email).

Penyiapan layanan ini tidak terlalu rumit dan pekerjaannyapun
sangat sederhana. Pustakawan tinggal memfotokopi daftar isi jurnal
ilmiah yang baru datang, kemudian dimasukkan ke amplop (disertai
dengan formulir pemesanan fotokopi artikel) yang sudah ada alamat
pemakai. Kemudian amplop tersebut dikirim ke pemakai.
Pengirimannya sendiri dapat melalui jasa pengiriman kantor pos atau
diantar sendiri oleh kurir. Di perpustakaan perguruan tinggi biasanya
setiap dosen memiliki kotak surat di fakultasnya masing-masing. Kurir
yang mengantarkan surat dapat meletakkan amplop tadi di kotak surat
masing-masing dosen,dan dosen akan menerimanya.

Layanan Penyebaran Informasi Terseleksi

Mirip dengan layanan informasi terbaru layanan ini juga
menyebarkan informasi terbaru ke pemakai. Bedanya pada layanan ini
informasi baru yang akan dikirimkan ke pemakai diseleksi terlebih
dahulu supaya sesuai dengan minat pemakai yang akan menerima
informasi. Mengapa dilakukan seleksi terlebih dahulu Hal ini karena
mungkin pemakai yang menerima informasi ini tidak ingin membuang-
buang waktu membaca daftar isi majalah yang tidak menjadi bidang
perhatiannya. Dengan bantuan pustakawan, maka hanya daftar artikel
yang menjadi minatnya saja yang sampai kepadanya.

Penyelenggaraan layanan ini tidak terlalu mudah karena
pustakawan yang menyeleksi daftar artikel harus mengetahui subyek
atau bidang ilmu yang akan diseleksi. Oleh karena itu sebaiknya layanan
ini dibantu oleh spesialis subyek yaitu pakar dalam bidang ilmu tertentu
yang ditambah pengetahuan perpustakaan. Dengan demikian maka hasil
seleksi yang dikirimkan ke pengguna akan sangat mendekati bidang

ilmu pemakai yang menjadi pelanggan layanan ini.

Saat ini komputer dapat digunakan untuk membantu seleksi daftar
artikel sesuai dengan bidang ilmu atau minat pemakai. Ini sangat
membantu pekerjaan pustakawan dalam melakukan seleksi. Dalam hal
ini pustakawan hanya memasukkan data bidang ilmu atau minat dari
pemakai sebagai profil pemakai. Setelah itu pustakawan tinggal

memasukkan (meng-input) judul-judul artikel dari jurnal yang baru
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diterima. Komputer secara otomatis akan melakukan sortir atau seleksi
sesuai dengan profil pemakai dan akan mencetak hasil seleksi tersebut.
Selanjutnya pustakawan tinggal mengirimkan hasil cetakan komputer
tersebut kepada pemakai yang menjadi pelanggan layanan ini.

g) Layanan Penerjemah

Layanan ini sering diselenggarakan oleh perpustakaan perguruan
tinggi. Pemakai layanan ini biasanya mahasiswa yang mungkin karena
kemampuan bahasanya masih belum baik ataupun mahasiswa yang
kesibukannya luar biasa. Pada umumnya layanan ini menerapkan tarif
jasa penerjemahan. Tarif jasa ini sangat bervariasi dan biasanya selalu
mengikuti tarif yang berlaku di lembaga-lembaga swasta yang
menyelenggarakan layanan yang sama. Kadang-kadang perpustakaan
memberikan tarif yang lebih murah. Hal ini karena tujuan
penyelenggaraan layanan ini tidak semata-mata mencari keuntungan
materi (profit oriented), namun lebih kepada mencari kepuasan
pelanggan (user satisfaction). Selain itu layanan ini dimaksudkan untuk
membantu pemakai dalam membaca bahan pustaka di perpustakaan.
Dengan demikian maka perpustakaan ini akan mendorong minat dan
kebiasaan membaca masyarakat.

Untuk menyelenggarakan layanan ini perpustakaan harus benar-
benar memiliki pustakawan yang menguasai bahasa asing. Bahkanbukan
itu saja, pustakawan juga sebaiknya mengusai bidang ilmu yang
artikelnya akan diterjemahkan, karena banyak sekali istilah-istilah
khususdalam artikel yang mempunyai istilah-istilah khusus pula dalam
bahasa Indonesia. Dengan demikian diharapkan hasil terjemahannya
dapatmendekati kesempurnaan.

h) Layanan Fotokopi (Jasa Reproduksi)

Hampir semua jenis perpustakaan memerlukan jenis layanan ini.

Apalagi perpustakaan yang tidak meminjamkan koleksinya keluar
perpustakaan, maka perpustakaan tersebut wajib menyediakan layanan
ini. Hal ini karena seringkali pemakai tidak memiliki cukup waktu untuk
membaca di perpustakaan. Banyak juga pemakai perpustakaan yang
datang dari kota lain yang lokasinya jauh dari perpustakaan itu. Bagi
pemakai seperti ini biasanya hanya diperbolehkan membaca ditempat.
Padahal seringkali pemakai yang datang dari jauh memiliki waktu yang

sangat terbatas. Maka tidak ada jalan lain untuk menghemat waktu ia
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akan meminta jasa fotokopi untuk mendapatkan artikel yang sudah
ditemukannya.

Dalam menyelenggarakan jasa fotokopi ini perpustakaan perlu
berhati-hati, karena reproduksi bahan pustaka ini akan sangat
bersinggungan dengan undang-undang hak cipta. Karena itu sebaiknya
perpustakaan memiliki peraturan apa saja yang boleh difotokopi, berapa
banyak yang boleh difotokopi. Perpustakaan juga harus menempelkan
pengumuman peraturan tersebut secara terbuka dan menempelkan
peringatan bahwa memfotokopi lebih daripada yang diperbolehkan
tersebut melanggara hak cipta. Jika dimungkinkan, lebih baik
perpustakaan tidak menyelenggarakan sendiri jasa fotokopi, tapi
bekerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian maka perpustakaan
dapat terlepas dari resiko tuntutan jika ada yang melanggar hak cipta. Di
perpustakaan-perpustakaan negara maju mesin fotokopi yang disimpan
di perpustakaan tidak dijaga dan dioperasikan sendiri oleh pemakai
perpustakaan. Untuk membayar jasa fotokopi mereka menempatkan
mesin seperti kotak koin atau kartu yang secara tersambung ke mesin
fotokopi. Pemakai tinggal memasukkan koin atau kartu jika akan
memfotokopi dan mesin akan bekerja secara otomatis setelah koin atau
kartu tersebut terbaca oleh mesin. Dengan peralatan seperti ini maka
tanggung jawab penggandaan bahan pustaka berada pada pihak
pemakai.

Layanan Anak

Layanan seperti ini biasanya diselenggarakan oleh perpustakaan
umum. Sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan umum yaitu
memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pendayagunaan
koleksi bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, ilmu
pengetahuan, dan rekreasi, maka salah satu layanan yang

diselenggarakan oleh perpustakaan umum adalah layanan anak atau

juga dikenal dengan seksi anak-anak.

Berbagai kegiatan disiapkan untuk kebutuhan anak-anak dari
pemilihan bahan pustaka sampai kepada pelayannya disesuaikan untuk
anak menurut usia dan selera anak-anak.

Bahan bacaan anak usia balita lebih ditekankan pada gambar
(picture books) tanpa teks. Anak balita banyak tertarik pada gambar dan

warna-warna yang menyolok. Setelah usia sekolah dasar anak
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diperkenalkan dengan huruf dan angka. Oleh karena itu koleksi untuk
anak usia ini adalah buku-buku yang banyak gambar dan berwarna-
warni, namun sudah mulai ada sedikit teks. Anak-anak tumbuh dan
berkembang sehingga mereka ~membutuhkan bacaan-bacaan.
Penyediaan bacaan yang tepat adalah menjadi tanggung jawab
pustakawan agar anak tertarik dan gemar membaca. Anak-anak harus
menemukan kepuasan dalam membaca, karena itu pustakawan tidak
boleh mengabaikan selera anak. Anak-anak membutuhkan bacaan
hiburan, informasi, dan hal-hal yang menarik dari lingkungannya. Televisi
dan teknologi informasi telah banyak mengubah kehidupan anak-anak
modern seperti sekarang ini termasuk bahan bacaannya. Oleh karena
itu bacaan anak-anak perlu disesuaikan dengan duniaanak-anak saat
ini.
Tujuan utama dari layanan anak-anak antara lain adalah:
(1) Menyediakan Kkoleksi berbagai bentuk bahan pustaka, serta
penyajiannya yang menarik perhatian anak dan mudah digunakan.
(2) Memberikan bimbingan kepada anak-anak dalam memilih buku dan
bahan pustaka lainnya yang sesuai dengan usianya.
(3) Membina, mengembangkan, dan memelihara kesenangan
membaca (sebagai hobi) dan mendidik anak belajar mandiri.
(4) Mempergunakan semua sumber yang ada di perpustakaan untuk
menunjang pendidikan seumur hidup.
(5) Membantu anak untuk mengembangkan kecakapannya dan
menambah pengetahuan sosialnya.
(6) Berfungsi sebagai suatu kegiatan sosial dalam masyarakat untuk
menyejahterakan anak.
Koleksi anak-anak agak berbeda dengan koleksi orang dewasa.

Memilih buku bacaan untuk anak-anak bukanlah tugas yang mudah.

Kriteria bacaan anak-anak harus sesuai dengan usia dan tingkat

kecerdasannya.

Jenis layanan anak-anak di perpustakaan umum meliputi:

(1) Layanan membaca
Selain meminjamkan bahan pustaka anak-anak, perpustakaan umum
menyediakan layanan anak-anak Balita dan anak-anak sampai usia
12 tahun. Mereka diarahkan untuk mengembangkan imajinasi,

meningkatkan minat baca dan gemar belajar serta rekreasi yang
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(2)

(3)

(4)

mendidik.

Bimbingan membaca

Layanan ini diperlukan bagi anak-anak yang membutuhkan bacaan
khusus namun sulit untuk mendapatkannya. Anak-anak
diperkenalkan kepada buku secara bertahap yaitu dengan
memberikan buku bergambar tanpa teks. Setelah mengenal huruf
mereka diberi buku bergambar dengan teks sederhana dan mudah
dibaca. Setelah lancar membaca maka mereka diberi buku dengan
teks yang lebih banyak daripada gambar sampai kepada buku yang
hanya terdiri dari teks saja. Untuk acara bimbingan membaca ini
perlu dilakukan secara terencana dengan jadwal yang teratur
sehingga tidak mengganggu jam pelajaran sekolah.

Layanan referens anak

Layanan kepada anak-anak perlu juga dilengkapi dengan layanan
referens. Anak-anak perlu diperkenalkan kepada buku-buku
referens sejak dini. Bahan referens untuk anak-anak mencakup
ensiklopedia, kamus, atlas dan lain-lain. Pustakawan yang bertugas
di bagian referensi anak-anak dapat memberi bimbingan bagaimana
mencari informasi, cara menggunakan buku referens dan menjawab
pertanyaan anak-anak.

Acara mendongeng

Layanan mendongeng ini biasanya sangat digemari anak-anak
terutama usia balita dan usia awal sekolah dasar. Pada usia ini anak-
anak memiliki rasa ingin tahu. Karena itu sangat tepat bila pada usia
ini diperkenalkan buku-buku yang sesuai dengan alam pikiran anak-
anak. Buku tersebut dapat dibacakan oleh pustakawandengan cara
seperti mendongeng.

Pustakawan (atau dapat bekerjasama dengan guru TK atau SD)

harus menggunakan koleksi dan alat peraga yang ada di
perpustakaan dalam mendongeng. Pembawa cerita harus
mempunyai pengetahuan tentang bacaan anak-anak yang akan
disampaikan.

Waktu untuk melaksanakan acara mendongeng harus disesuaikan
dengan waktu berkunjung anak ke perpustakaan, biasanya waktu
libur. Jadwal acara mendongeng tersebut harus diumumkan dibagian

pelayanan sehingga anak-anak tahu kapan mereka harus berkunjung
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j)

apabila ingin mendengarkan dongeng tersebut.

(5) Pertunjukan atau pemutaran film
Perpustakaan umum yang memiliki berbagai kegiatan untuklayanan
anak-anak sebaiknya melaksanakan pertunjukan film anak- anak.
Untuk menyelenggarakan acara pemutaran film ini perpustakaan
dapat bekerjasama dengan perpustakaan lain yang lebih besar yang
memiliki koleksi film yang lebih lengkap dan memiliki peralatan
pemutar film. Saat ini pemutaran film dapat menggunakan alat
pemutar VCD atau DVD yang diproyeksikan ke layar melalui LCD
proyektor. Beberapa film anak-anak juga tersediadalam bentuk VCD
atau DVD.

(6) Beberapa jenis film dengan tema sejarah, flora dan fauna, alam,
pengenalan tentang negara, penemuan ilmiah dan ruang angkasa
dapat menjadi pilihan untuk diputar.

Layanan Remaja

Biasanya perpustakaan umum juga menyediakan layanan bagianak
remaja. Perbedaan antara layanan anak-anak dengan layananremaja,
setingkat lebih tinggi dalam menyediakan bahan pustaka yaiu yang
sesuai dengan selera anak remaja. Anak remaja berbeda dengan anak-
anak balita. Anak remaja sudah mulai mengenal identitas dirinya
sehingga perpustakaan harus menyediakan bahan bacaan yang
mengarah kepada bacaan yang dapat mendorong mereka kreatif dan
bacaan yang berisi tokoh-tokoh panutan, misalnya biografi atau sejarah
tokoh-tokoh terkenal, tokoh pahlawan dan lain-lain.

Kemampuan remaja dalam hal meneliti mengevaluasi dan
memperkaya apresiasi terhadap media komunikasi juga sudah mulai
berkembang. Kebiasaan membaca pada remaja seperti ini akan menjadi
modal untuk terus mengembangkan kemampuannya. Kebiasaan
membaca remaja ini harus dipelihara oleh perpustakaan dengan cara
menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengankebutuhan mereka.
Selain bahan bacaan yang sesuai dengan selera remaja, bahan bacaan
yang harus disediakan harus pula mendukung kurikulum sekolah baik
roman, fiksi maupun maupun non fiksi yang mencakup pengetahuan

populer yang bermanfaat bagi remaja.
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k) Layanan Kelompok Pembaca Khusus

Perpustakaan umum sering menyelenggarakan layanan jenis ini.
Selain layanan anak dan remaja perpustakaan umum juga biasanya
menyelenggarakan layanan khusus yang diberikan kepada masyarakat
yang berada di lembaga pemasyarakatan, panti asuhan, panti jompo,
penyandang cacat seperti tuna netra dan tuna rungu, serta petugas yang
terpencil seperti guru, penjaga mercusuar dan perbatasan. Untuk
menyelenggarakan layanan khusus seperti ini diperlukan persiapan dan
perencanaan yang matang sehingga apa yang disampaikan sesuai
dengan masyarakat yang dilayaninya. Beberapa pertimbangan
diperhatikan seperti:

(1) Kebutuhan, selera, pendidikan, usia dan keamanan/ ketertiban
pembaca

(2) Waktu pelayanan pada setiap lokasi tentu tidak tiap hari karena
kondisi mereka yang berbeda dengan masyarakat yang berbeda
dengan masyarakat umumnya

(3) Petugas layanan pada unit layanan khusus harus lebih terampil dan
mempunyai kesabaran yang tinggi serta luwes dalam mengambil
keputusan.

Layanan khusus bagi masyarakat tersebut bukan hanya bertujuan
agar mereka terampil menggunakan perpustakaan, namun lebih dari itu
agar masyarakat tersebut mendapatkan tambahan pengetahuan,
sehingga rasa percaya diri mereka dapat tumbuh dan mereka yakin
dapat berbaur dengan masyarakat lain di luar lingkungannya.

Penyiapan koleksi untuk dilayanan kepada mereka adalah sebagai
berikut:

(1) Untuk layanan khusus ke lembaga pemasyarakatan perlu dipilihkan
bahan pustaka yang bermanfaat untuk membekali pengetahuan
yang berguna bagi pembacanya sehingga saat mereka kembali ke
masyarakat memiliki bekal dalam menjalani kehidupan yang layak.
Subyek-subyek yang dipilih dapat berupa agama, ilmiah populer,
teknologi tepat guna, keterampilan.

(2) Untuk layanan Khusus ke panti asuhan dan panti jompo perlu
dipilihkan bahan pustaka yang dapat menumbuhkan percaya diri
agar pembacanya dapat mandiri dan sadar akan keadaannya.

Subyek-subyek yang dipilih dapat berupa agama, kesehatan,

27



psikologi, sosial dan budaya, dan keterampilan.

(3) Untuk layanan Kkhusus ke kelompok pembaca tuna netra perlu
dipilihkan bahan pustaka dengan huruf baille. Sayang sekali koleksi
dengan huruf braille di Indonesia masih sangat langka.

1) Layanan Perpustakaan Keliling

Layanan perpustakaan keliling merupakan layanan ekstensi atau
perluasan layanan dari perpustakaan umum. Perpustakaan keliling ini
dilakukan baik melalui kendaraan darat, laut dan sungai, bahkan melalui
udara. Layanan perpustakaan keliling dilakukan denganangkutan dari
yang sederhana sampai kepada kendaraan modern. Misalnya saja ada
perpustakaan keliling yang masih menggunakan sepeda, sepeda motor,
namun juga ada yang menggunakan bus atau truk dan sudah dilengkapi
dengan komputer yang bisa akses ke internet. Mobil perpustakaan
keliling ini sekarang dikenal dengan nama mobil library. Mobil library
atau perpustakaan bergerak/ keliling sangat efektif sebagai sarana
layanan perpustakaan umum. Penyelenggaraan perpustakaan keliling ini
bertujuan untuk mendekatkan koleksi kepada pemakainya, sebab banyak
pemakai yang tinggal jauh dari perpustakaan tidak berkesempatan
mengunjungi perpustakaan. Padahal mereka juga membutuhkanlayanan
perpustakaan.

Sarana mobil unit perpustakaan keliling telah digunakan oleh
semua negara di dunia untuk melayani masyarakat yang jaraknya jauh
dari jangkauan layanan perpustakaan umum. Meskipun demikian pada
negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dengan
segala daya memberikan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat
terpencil atau daerah kumuh seperti kota-kota yang berpenduduk padat
dan berekonomi lemah sehingga tidak mampu menyediakan bahan
bacaan bagi keluarganya.

Dalam menyelenggarakan layanan perpustakaan Kkeliling ini
perpustakaan perlu merencanakan jadwal pelayanan mobil unit
perpustakaan keliling untuk melayani beberapa lokasi yang jaraknya
berjauhan dari perpustakaan umum dan sekolah-sekolah yang belum
memiliki perpustakaan. Setiap mobil keliling membawa kotak sebanyak
lokasi layanan (service point) dan atau kelompok-kelompok pembaca.
Setiap kotak berisi judul buku yang berbeda-beda dengan kotak lain

sehingga bisa dirotasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai aturan yang
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telah dijadwalkan oleh pustakawan. Pustakawan menyusun jadwal
danmerencanakan pelaksanaan di lapangan agar mobil unit
perpustakaan keliling berjalan lancar.
Pengembangan layanan perpustakaan keliling perlu direncanakan
untuk:
(1) Pengembangan lokasi
(2) Pengembangan koleksi
(3) Pengembangan tenaga agar lebih terampil dalam memberikan
layanan
(4) Pengembangan layanan di lokasi dengan mengadakan berbagai
kegiatan seperti story telling, membaca buku, membaca puisi,
mengadakan pemutaran film, sandiwara dan sebagainya.
Kegiatan pengembangan layanan perlu didukung dengan
pengembangan koleksi berupa bacaan-bacaan kreatif, dan bacaan-
bacaan lokal seperti cerita rakyat tentang kejadian sebuah kota atau desa

dan lain-lain.

5. Budaya Membaca

Membaca merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam
keberlangsungan kehidupan masyarakat untuk menuju proses yang
berkembang, dalam KBBI membaca adalah melihat serta memahami isi dari
apa yang ditulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati), mengeja atau
melafalkan apa yang tertulis, mengucapkan, mengetahui, meramalkan,
memperhitungkan, dan memahami. Membaca adalah proses untuk mengenal
kata dan memadukan arti dalam kalimat dan struktur bacaan sehingga hasil
akhir dari proses membaca adalah seseorang mampu membuat inti dari
bacaan. Membaca merupakan sarana yang tepat untuk mempromosikansuatu
pembelajaran sepanjang hayat (life-long learning). Proses membaca
merupakan proses penerimaan simbol, kemudian menginterpretasikan
simbol, atau kata yang dilihat atau mempersepsikan, mengikuti logika dan pola
tata bahasa dari kata-kata yang ditulis penulis, mengenali hubungan antara
simbol dan suara antara kata-kata dan apa yang ingin ditampilkan,
menghubungkan katakata kembali kepada pengalaman langsung untuk
memberikan kata-kata yang bermakna dan mengingat apa yang mereka
pelajari dimasa lalu dan menggabungkan ide baru dan fakta serta menyetujui

minat individu dan sikap yang merasakan tugas membaca.
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Ada tiga komponen dalam membaca yaitu :
a. Recording
Merujuk pada kata-kata dan kalimat kemudian
mengasosiasikannya dengan bunyibunyinya sesuai tulisan
yang diinginkan.
b. Decoding
Merujuk pada proses penerjemahan rangkaian grafis kedalam kata-kata.
C. Meaning
Merujuk pada pemahaman makna dari apa yang tertulis.

Dalam kegiatan membaca terdapat dua bagian yaitu proses
membacadan produk membaca. Artinya membaca merupakan proses
yang kompleks, proses ini melibatkan spiritual kegiatanfisik dan
mental. Proses membaca terdiri dari sembilan aspek, yaitu sensori,
perceptual, urutan, pengalaman, pikiran, pembelajaran, asosiasi,
sikap, dan gagasan. Sedangkan produk membaca merupakan
komunikasi dari pemikiran dan emosi untuk penulis dan membaca.
Komunikasi dalam membaca tergantung pada pemahaman yang
dipengaruhi oleh seluruh aspek proses membaca.

Tujuan membaca secara umum yaitu mampu membaca
danmemahami teks pendek dengan cara lancar atau bersuara
beberapa kalimat sederhana dan membaca puisi (Depdiknas ; 2004 :
15). Menurut kurikulum 1994 tujuanmembaca yaitu:

1. Mampu memahami gagasan yang didengar secara langsung
atau tidaklangsung.

2. Mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isinya
dengan kata-kata sendiri.

3. Mampu membaca teks bacaan secara cepat dan mampu

mencatatgagasan-gagasan utama.

Semakin banyak membaca akan menumbuhkan rasa ingin tahu yang
tinggi sehingga minat untuk membaca semakin tinggi. Seseorang yang
mempunyai minat baca akan menjadi sumber motivasi yang kuat bagi dirinya
untuk menganalisa dan mengingat serta mengevaluasi bacaan yang telah
dibacanya, yang merupakan pengalaman belajar menggembirakan dan akan
mempengaruhi bentuk serta intensitas seseorang dalam menentukan cita-

citanya kelak dimasa yang akan datang, hal tersebut juga adalah bagian dari
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proses pengembangan diri yang harus senantiasa diasah sebab minat

membaca tidak diperoleh dari lahir.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Baca:

a. Perkembangan fisik, merupakan hal yang sangat penting dalam
memutuskan perkembangan minat. Seseorang yang secara fisik
mengalami kebuataan atau kecacatan pada matanya akan berpengaruh
pada ketertarikannya pada aktivitas membaca.

b. Perbedaan sex (identitas kelamin), Ada perbedaan besar antara minat
membaca pada perempuan dan laki-laki. Perbedaan tersebut disebabkan
perbedaan fisiologis dan pengaruh budaya, level pendidikan dan kondisi
lingkungan.

c. Lingkungan, menentukan aturan penting dalam memutuskan minat
membaca seseorang, misalnya saja linkungan rumah yang kondusif dan
memberikan banyak contoh dan stimulus sehingga seseorang akan
memiliki kebiasaan membaca.

d. Status sosial-ekonomi, kondisi keluarga juga menentukan dalam
pembentukan minat membaca pada seseorang. Seseorang yang berasal
dari keluarga dengan status ekonomi menengah ke atas akan dapat
memberikan fasilitas dan stimulus bahan-bahan bacaan yang dapat
merangsang minat membaca pada anak.

Seseorang yang mempunyai minat baca yang tinggi akan membuatnya
mempunyai sebuah kebiasaan yang didalamnya terjadi proses berfikir yang
kompleks, terdiri dari sejumlah kegiatan seperti keterampilan menangkap atau
memahami kata - kata atau kalimat yang tertulis, menginterpretasikan, dan
merefleksikan. Dalam kegiatan membaca juga perlu memiliki kondisi fisik yang
baik sehinnga konsentrasi tercurahkan sepenuhnya kepada teks atau tulisan
yang sedang dibaca. Kebiasaan tersebut akan menjadikan budaya sehingga

akan menjadi sebuah kebiasaan yang sulit diubah.

Sedangkan pengertian Budaya baca sendiri adalah suatu sikap dan
tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan
berkelanjutan. Seorang yang mempunyai budaya baca adalah bahwa orang
tersebut telah terbiasa dan berproses dalam waktu yang lama di dalam
hidupnya selalu menggunakan sebagian waktunya untuk membaca.

Sehubungan dengan minat, kebiasaan dan budaya membaca tersebut

mengemukakan paling tidak ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu:
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a) Dimulai dengan adanya kegemaran karena tertarik bahwa buku - buku
tersebut dikemas dengan menarik, baik desain, gambar, bentuk dan
ukurannya.

b) Setelah kegemaran tersebut dipenuhi dengan ketersediaan bahan dan
sumber bacaan yang sesuai dengan selera, ialah terwujudnya kebiasaan
membaca. Kebiasaan itu dapat terwujud manakala sering dilakukan, baik
atas bimbingan orang tua, guru atau lingkungan di sekitarnya yang
kondusif, maupun atas keinginan anak tersebut.

C) Jika kebiasaan membaca itu dapat terus dipelihara, tanpa “gangguan”
media elektronik, yang bersifat “entertainment”, dan tanpa membutuhkan
keaktifan mental. Oleh karena seorang pembaca terlibat secara konstruktif
dalam menyerap dan memahami bacaan, maka tahap selanjutnya ialah

bahwa membaca menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

. Kerjasama Perpustakaan

Kerjasama perpustakaan adalah kerjasama yang melibatkan dua atu
lebih perpustakaan. Setiap perpustakaan memerlukan Kkerjasama untuk
keberlangsungan perpustakaan itu sendiri sehingga dapat memenubhi
kebutuhan pemustaka. Kerjasama perpustakaan dilakukan untuk memberikan
seuatu keuntungan antar perustakaan yang bekerjasama. Dalam Undang-
Undang No. 43 Tahun 2007 tentang peprustakaan alasan perlunya melakukan
kerjasama adalah untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan
meningkatkan mutu layanan dari perpustakaan, kerjasama perpustakaan
dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Alasan kerjasama perpustakaan adalah untuk mengembangkan
perpustakaan untuk menjadi lebih baik baik dari segi koleksi maupun fasilitas,
sarana dan prasarana. Kualitas perpustakaan dapat dilihat melalui koleksi yang
ada di perpustakaan tersebut. Semakin banyak koleksi yang ada maka akan
semakin banyak informasi yang akan didapat oleh pemustaka.

Bentuk-bentuk kerjasama perpustakaan dapat dibedakan menjadi tiga
yaitu:

a. Kerjasama Pengadaan
Pada bentuk ini, beberapa perpustakaan bekerjasama membeli buku dan

majalah sesuai dengan kesepakatan. Bentuk kerjasama pengadaan dapat
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pula dilakukan oleh perpustakaan yang berada pada lingkungan badan
induk yang sama. Misalnya, kerjasama pengadaan perpustakaan universitas
dan fakultas. Pada bentuk ini, pengadaan semua bahan pustaka yang
dilakukan oleh perpustakaan pusat, kemudian setelah bahanperpustakaan
tiba baru dibagi-bagikan kepada perpustakaan fakultas.

b. Kerjasama Penyimpanan
Sering kali terjadi bahwa majalah dan buku yang sudah dibeli jarang atau
malah tidak digunakan sama sekali oleh pembacanya. Demikian pula
majalah yang berusia sudah tua, buku dan majalah semacam itu tidak dapat
dengan begitu saja dibuang dari perpustakaan karena setiap buku dan
majalah pasti ada manfaatya. Namun kalau tetap disimpan di perpustakaan,
lama kelamaan perpustakaan akan penuh sehingga tidak mampu
menampug buku dan majalah baru lagi. Maka timbul gagasan beberapa
perpstakaan meyewa gudang atau lokasi tempst penyimpanan bahan
pustaka yang kurang di gunakan. Hal ini dilakukan agar kelak kalauada
pemakai yang ingin membaca majalah yang sudah tua, petugas
perpustakaan akan mengambilnya dari gudang tempat penyimpanan
bersama.

C. Kerjasama Pengolahan
Berbagai perpustakaan bekerjasama dalam mengolah buku, artiya
membuat deskripsi bibliografi, klasifikasi, tajuk subjek, pengadaan kartu,
pemasangan label, kantong buku. Cara ini sering dilakukan oleh
perpustakaan pusat yang memiliki beberapa cabang, seperti perpustakaan
umum dengan perpustakaan cabang, perpustakaan universitas dengan
berbagai perpustakaan fakultas. Pengolahan dilakukan oleh bagian
pengolahan pusat, sedangkan cabang tinggal menerima saja.

Pada umumnya bentuk kerjasama yang sering dilakukan adalah seperti
yang disebut di atas. Kerjasama pengadaan, pengolahan dan penyimpaan
bermaksud sebagai penunjang keefektifan dalam meningkatkan layanan

perpustakaan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma
Dalam pembentukanperaturan  perundang-undangan yang
baik (algemene beginselen van behorlijke regelgeving) ada asas-asas yang

harus diperhatikan, antara lain :
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1. Asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi
peraturan perudangan;

2. Asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum
bagi perundang-undangan;

3. Asas-asas pemerintah berdasarkan sistem konstitusi selaku asas-asas
umum bagi perundang-undangan, dan

4. Asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli (Yuliandi,
2010).

Penyusunan produk hukum daerah tertentu dilengkapi dengan naskah
akademik yang disusun berdasarkan pendekatan dan kaidah ilmiah. Penyusunan
naskah akademik menjadi prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan
perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (Perda). Sedangkan yang
dimaksudkan dengan naskah akademik adalah naskah yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar
belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup,
jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-
undangan.

Naskah akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis
peraturan perundang-undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis.
Secara teoritik naskah akademik berisi kajian tentang dasar filosofis, dasar yuridis
dan dasar politis suatu permasalahan yang akan diatur, sehingga mempunyai
landasan pengaturan yang kuat, secara ringkas masing-masing dikemukakan
sebagai berikut :

1. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi
dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan
perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari
pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-
nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai

etika, adat, agama dan lainnya.

2. Dasar yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum
(rechtsgrond) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar
yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuridis dari
segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari
peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan
(bevoegdheid) bagi suatu instansi pemerintah membuat aturan tertentu.

Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur

34



permasalahan (objek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini
sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan
perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan

hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Dasar politis merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar
selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan
pemerintahan. Diharapkan dengan adanya dasar politis ini maka produk
hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa

menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Secara sosiologis naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas sosial
dalam masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspeksosial
ekonomidan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan
masyarakat). Tujuan Kkajian sosiologis ini adalah untuk menghindari
tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar
sosial di masyarakat.

Kajian teoritis dalam penyusunan naskah akademik dilakukan dengan
metode ilmiah, khususnya metode penelitian hukum, sehingga validitas
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum dalam
penyusunan naskah akademik ini memegang peranan yang sangat penting,
terutama dalam menggali dan menganalisis bahan hukum primer maupun
sekunder, baik penelitian hukum normatif dan/atau empiris. Dengan demikian
proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan
secara pragmatis, dengan langsung menuju pada penyusunanpasal per pasal
tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terlebih dahulu. Peraturan
perundangan-undangan dibentuk dengan melaksanakan pengkajian ilmiah
atas dasar teoritis dan sosiologis yang mendalam mewakili kepentingan pihak
berwenang pembentuk peraturan, sehingga ketika diterapkan ke masyarakat
tidak akan terjadi penolakan-penolakan.Hal penting yang erat kaitannya
dengan penyusunan peraturan perundangan, termasuk Peraturan Daerah
(Perda) meliputi ciri-ciri penting sebagai berikut :

1. Bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundangan
hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak
bersifat multi tafsir. Dengan demikian diharapkan dalam
pelaksanaan tidak menimbulkan pemahaman yang keliru bagai

aparat penegak hukum dan masyarakat yang dikenai Perda
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tersebut.

. Bersifat universal. Peraturan perundangan yang didudun

diberlakukan sama bagi warga masyarakat secara berkeadilan,
sejalan degan prinsip semua warga negara sama di depan hukum.
Karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang
akan datang yang belum jelas bentukkonkritnya. Oleh karena itu, ia
tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa

tertentu.

. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki

dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-
undangan, termasuk Perda untuk mencantumkan klausul yang
memuat kemungkinandilakukan peninjauan kembali.

Menurut Sugeng Istanto (2007) dalam kerangka pembentukan

peraturan perundangan (legal drafting) perlu memperhatikan asas

pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal penting

sebagai berikut :

1.

3.

Asas kejelasan tujuan : setiap pembentukan peraturan
perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan
hendak dicapai.

Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat : setiap jenis
peraturan daerah (Perda) harus dibuat oleh lembaga/pejabat
pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila
bertentangan  dengan  ketentuan yang  dibuat oleh
lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan : dalam
pembentukan peraturan daerah (Perda) harus benar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan
daerahnya telah sesuai dengan dasar perundangan yang berlaku.
Penyusunan Perda dengan berdasarkanpada Permendagri Nomor

80 Tahun 2015 tentangPenyusunan Produk Hukum Daerah.
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4. Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan daerah
harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di
dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun
sosiologis. Hal inisudah tercantum naskah ini, sehingga
berlakunya Perda tersebut akan mendukung terwujudnya tertib
sosial dalam masyarakat (social order) dalam masyarakat Kota
Bontang.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan
peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan Perda
terkait erat dengan daya guna dan hasil guna penerapan Perda
dapat menjadi social engineering masyarakat KotaBontang.

6. Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah,
sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa
hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan daerah
mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan,
seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-
luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam
proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang
terbentuk menjadi populis dan efektif (Sugeng Istanto, 2007).

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan beberapa asas
sebagaiberikut:

a. Pembelajaran sepanjang hayat
asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah Penyelengaaraan
perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran
sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

b. Demokrasi
asas “demokrasi” adalah Penyelenggaraan perpustakaan
dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis

partisipasi masyarakat, dan berorientasi pada masyarakat.



C. Keadilan
asas ‘“keadilan” adalah  Penyelenggaraan perpustakaan
dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang

seimbang.

d. Keprofesionalan
asas “keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan
dilakukan secara profesional, mengendepankan keahlian, dan
manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun
tatakelaksanaan.

€. Keterbukaan
asas ‘“keterbukaan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan
dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses
penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi
yang
dibutuhkan masyarakat.

f. Keterukuran
asas ‘“keterukuran” adalah Penyelenggaraan perpustakaan
dilakukan secara terukur, terrencana, sehingga hasilnya dapat
dievaluasi dengan baik.

g. Kemitraan.
asas ‘“kemitraan” adalah Penyelenggaraan perpustakaan
dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerabh,

masyarakat, dan swasta.

Selain asas-asas diatas, perlu diperhatikan juga beberapa
ketentuan yang biasanya terdapat dalam penyusunan peraturan
daerah:

1. Ketentuan Pidana perlu memperhatikan asas legalitas, asas
tidak hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana,
asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence).

2. Ketentuan Perdata perlu memperhatikan beberapa asas yang
lazim ada seperti asas terbuka dan kebebasan berkontrak, asas
kesepakatan dalam perjanjian berlaku, asas perjanjian yang
berlaku seperti undang- undang misalnya perjanjian internasional

(pacta sunt servanda), asas kesepakatan dalam perjanjian, asas



itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

C. Kajian terhadap Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta
Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
1. Gambaran Umum Wilayah Kota Bontang
a. Aspek Geografi
Kota Bontang terletak antara 117 23’ BT - 117 38 BT dan 0 01’ LU - 0
12’ LUatau berada pada belahan bumi bagian utara khatulistiwa. Kota
Bontang memiliki luas wilayah 497.57 km2 yang terdiri atas daratan

147.80 km2 (29.70%) dan lautan 349.77 km2 (70.30%).

Secara geografis Kota Bontang di sebelah Barat dan Utara berbatasan
dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten KutaiKertanegara dan di sebelah Timur berbatasan dengan
Selat Makassar. Kota Bontang memiliki letak yang cukup strategis yaitu
terletak pada jalan trans Kaltim dan berbatasan langsung dengan Selat
Makassar sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi

wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain di luar Kota Bontang,.

Kota Bontang awalnya merupakan sebuah desa kecil yaitu Desa
Bontang Kuala. Kehadiran PT Badak NGL pada tahun 1974 sebagai
industri gas alam dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) tahun
1977 sebagai industri pupukdan amoniak di Kota Bontang merupakan
titik awal terbukanya daerah tersebut sehingga berkembang menjadi
Kecamatan Bontang. Seiring dengan semakin berkembangnya kota
tersebut maka pada tahun 1989 statusnya meningkat menjadi kota
administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1989 dan pada tahun 1999 meningkat menjadi kota otonom sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran
Provinsi dan Kabupaten bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur
dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Desa Bontang Koala sebagai cikal
bakal kota tersebut sampai sekarang tetap menjadi perkampungan
nelayan. Namun pemukiman tersebut semakin padat dan menjorok ke
laut serta bentuk rumah panggung dari kayu relatif tidak berubah

banyak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002

tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat pada
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tanggal 16 Agustus 2002, maka Kota Bontang menjadi tiga wilayah
kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang

Utara, dan Kecamatan Bontang Barat serta 14 kelurahan dan satu desa.

Kota Bontang dilalui oleh beberapa sungai yang berhulu di bagian
Barat (Kabupaten Kutai) dan bermuara di Selat Makassar. Sungai-
sungai tersebut adalah Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Busuh,
Sungai Nyerakat Kanan dan Sungai Nyerakat Kiri yang aliran

permukaannya membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Santan.

b. Aspek Demografi
Adapun penduduk asli Kota Bontang adalah Suku Kutai Guntung
dan Suku Bajau yang hidup bersama dalam sebuah kampung kecil.
Namun setelah perkembangan Kota Bontang memiliki keberagaman

suku bangsa seperti Suku Makassar, Bugis, Jawa, Batak dan sebagainya.

Kota Bontang memiliki luas 49,757 km? dan penduduk berjumlah

178.920 jiwa.
Tahun 2018 2019 2020/2021
Jumlah 174.210 177.720 178.917
Penduduk

Sumber : BPS Kota Bontang

2. Kondisi Perpustakaan Kota Bontang

a. Pengunjung Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Bontang

Dilihat dari perkembangannya sejak tahun 2019 jumlah pengunjung
perpustakaan di Kota Bontang mengalami penurunan dikarenakan
pandemi. Jumlah pengunjung pada tahun 2019 sebanyak 96. 111
orang. Pada tahun 2020 sebanyak 28.940 pengunjung. Untuk tahun
2021 sebanyak 6.240 orang. Namun pada tahun 2022 jumlah

pengunjung mengalami kenaikan menjadi 51.037 orang pengunjung.

Kondisi tersebut tentunya memerlukan upaya kerja keras baik dari
petugas di perpustakaan maupun stakeholder terkait dalam
meningkatkan jumlah kunjungan perpustakaan di Kota Bontang. Salah

satunya dengan cara yaitu peningkatan pelayanan perpustakaan
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seperti layanan weekend sabtu minggu, layanan malam (night library),
layanan MPP, layanan promosi melalui lomba-lomba perpustakaan,
keikutsertaan dalam pameran/expo dan promosi melalui media sosial
(website, facebook, instagram, youtube), perpustakaan keliling ke
beberapa titik keramaian (sekolah, taman adipura, Lapas, dsb),
pembinaan dan pendampingan di bidang perpustakaan, inovasi
layanan perpustakaan seperti DIKTA (delivery buku untuk pemustaka)
dan Podcast Pusaka Hebat.

Disamping itu perpustakaan juga melakukan kerjasama dengan
berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka
(sesuai Pasal 42 UU 43 tahun 2007 tentang perpustakaan). Kerjasama
perpustakaan bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat,
stakeholder, dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan program / kegiatan ini menghasilkan data dan
informasi yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penilaian atau
evaluasi kinerja berupa jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah
koleksi buku yang tersedia, jumlah perpustakaan binaan, cakupan
layanan perpustakaan keliling, serta sarana prasarana yang tersedia di

perpustakaan.

Jumlah Pengunjung

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000

20.000

Jumlah Pengunjung 96.111 28.940 6.240 51.037

Sumber : DPK Kota Bon

b. Keberadaan koleksi buku yang tersedia di Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang
Jumlah koleksi buku yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kota Bontang sampai dengan tahun 2023 dapat di lihat pada
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tabel di bawah ini :

Tahun Jumlah Judul Buku

2019 37.703
2020 37.703
2021 37.941

Sumber : Simpatiku Urusan Perpustakaan
C. Jumlah Perpustakaan Di Kota Bontang
Jumlah perpustakaan di Kota Bontang sesuai dengan jenisnya

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Perpustakaan Di Kota Bontang Berdasarkan
Jenisnya

¥ Perpustakaan Khusus
® Perpustakaan Sekolah

¥ Perpustakaan Perguruan
Tinggi

¥ Perpustakaan Umum

Sumber : DPK Kota Bontang
d. Jumlah Perpustakaan Yang Memenuhi Standar di Kota Bontang
Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar di Kota Bontang

sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No Jenis Perpustakaan Jumlah
1 Perpustakaan Umum 3

2 Perpustakaan Perguruan Tinggi 0

3 Perpustakaan Sekolah 28

4 Perpustakaan Khusus 1

D. Kajian implikasi Perda Terhadap Keuangan Pemerintah Daerah
Perda Penyelenggaraan Perpustakaan secara umum akan berimplikasi
terhadap meningkatnya beban keuangan yang akan ditanggung Pemerintah

Daerah Kota Bontang. Penambahan beban keuangan ini disebabkan karena
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Perda tersebut akan mengatur tentang koleksi perpustakaan, sarana
perpustakaan, pengelolaan perpustakaan yang nantinya akan memerlukan
anggaran pembiayaan dari Pemerintah Kota Bontang, pembiayaan tersebut
dapat bersumber dari, APBN; APBD Provinsi; APBD Kota Bontang; Swadaya
Masyarakat; Corporate Social Responsibility (CSR) serta pendanaan dari sumber

lain yang sah.

Terkait hal tersebut diatas, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai

berikut:

1. Pentingnya menyusun peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan
Daerah Kota Bontang;

2. Perlunya sinergitas kepada segenap pemangku kepentingan (stakeholders)
dalam upaya pengembangan Perpustakaan di Kota Bontang;

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pengelolaan Perpustakaan di Kota Bontang.
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BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Penyusunan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan
merupakan pembahasan bagian ketiga dalam penyusunan naskah akademik
sebagai bahan pendukung penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari
pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyusunan Naskah Akademik Ranperda
Penyelenggaraan Perpustakaan, yang akan disusun. Pada bab ini dikemukakan
hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan menyertakan
kondisi hukum yang berlaku, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah
baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan
horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk
peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta
peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah yang baru.

Dalam rangka memberikan pedoman dan jaminan kepastian hukum dalam
penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, maka
perlu harmonisasi khususnya tentang peraturan perundangan yang memiliki
keterkaitan erat dengan penyusunan rancangan Perda ini, antara lain sebagai

berikut :

A. Undang-Undang
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
a. Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
Perpustakaan pada pasal 10 Pemerintah Daerah berwenang :
a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan
perpustakaan di wilayah masing- masing;
b. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan
pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
C. Mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah
masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.
Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan adalah :
a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b. Menjamin Kketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah

masing-masing;
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C. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan
sebagai pusat sumber belajar masyarakat;

d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan
perpustakaan;

€. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan

f. Menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum daerah
berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang

kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

b. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
pasal 5 masyarakat mempunyai hak yang sama untuk::

a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas
perpustakaan;

b. Mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;

C. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;

d. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadappenyelenggaraan
perpustakaan.

Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai
akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara
khusus. Pelayanan khusus kepada masyarakat di daerah terpencil, terisolasi,
atau terbelakang berhak mendapatkan layanan perpustakaan sesuai dengan
kondisi setempat misalnya, perpustakaan keliling atau perpustakaan
terapung. Sedangkan masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainanfisik,
emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan
perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan
masing-masing.

Adapun kewajiban masyarakat adalah :

a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;

b. Menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan
mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;

C. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di
lingkungannya;

d. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di
lingkungannya;

€. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas
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perpustakaan; dan

f. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

C. Jenis-jenis Perpustakaan

Jenis perpusatakaan menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 43 Tahun
2007 Tentang Perpustakaan, terdiri atas :
a) Perpustakaan Nasional

Perpustakaan Nasional menurut UU No. 43 Tahun 2007, adalah
lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas
pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai
perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit,
perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring
perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Menurut Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 43 Tahun 2007,
Perpustakaan Nasional bertugas: (a) menetapkan kebijakan nasional,
kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; (b)
melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi
terhadap pengelolaan perpustakaan; (c) membina kerjasama dalam
pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; (d) mengembangkan standar
nasional perpustakaan. Selain tugas tersebut Perpustakaan Nasional
bertanggungjawab: (a) mengembangkan Kkoleksi nasional yang mem-
fasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat; (b)
mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya
bangsa; (c) melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam
rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; (d) meng-
identifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di
luar negeri.

b) Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum sebagaimana termuat dalam UU No. 43 Tahun
2007, adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas
sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur,
jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Perpustakaan
umum tersebut menurut Pasal 22 UU No. 43 Tahun 2007, diselenggarakan
pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ Kkota,

kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
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Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
menyelenggara-kan perpustakaan umum daerah yang koleksinya
mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan
memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
Perpustakaan umum yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa/ kelurahan
mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi. Selain itu, pemerintah, pemerintah provinsi,
dan/atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan Kkeliling
bagi daerah yang belum terjangkau layanan perpustakaan menetap.
Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk
memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

c) Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 TentangPerpustakaan
yang dimaksud dengan perpustakaan sekolah/madrasah adalah
perpustakaan yang merupakan bagian internal dari kegiatan pembelajaran
dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untukmendukung tercapainya
tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.

d) Perpustakaan Perguruan Tinggi

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
Tentang Perpustakaan yang dimaksud dengan perpustakaan Perguruan
Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi
sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan
pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

e) Perpustakaan Khusus

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan
secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah,
lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah,atau

organisasi lain.

d. Pembentukan Perpustakaan
Menurut Pasal 15, perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan

kepada pemustaka dan masyarakat. Masyarakat dimaksud menurut Pasal 1
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butir 11 UU No. 43 Tahun 2007, adalah setiap orang, kelompok orang,
ataulembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. Pembentukan
perpustakaan paling sedikit memenuhi syarat:

a) Memiliki koleksi perpustakaan.

Koleksi perpustakaan tersebut menurut Pasal 12 UU No. 43 Tahun
2007, diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai
kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan terhadap koleksi
perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-
undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional
digunakan secara terbatas.

Perpustakaan umum daerah yang dalam pengembangan koleksinya
wajib menyimpan bahan perpustakaan berupa karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam yang diterbitkan di daerah tersebut, atau karya
tentang daerah tersebut yang ditulis oleh warga negara Indonesia dan
diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di
luar negeri.

b) Memiliki tenaga perpustakaan

Menurut Pasal 29 UU No. 43 Tahun 2007, tenaga perpustakaan
terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan
harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
Tenaga teknis perpustakaan dimaksud adalah tenaga non-pustakawan
yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi

perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis
audio-visual, dantenaga teknis ketatausahaan. Tugas tenaga teknis
perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi
perpustakaan yang bersangkutan.  Tugas, tanggung jawab,

pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan
pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri
sipil (PNS) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu UU
tentang Kepegawaian. Sedangkan tenaga perpustakaan berstatus non
pegawai negeri sipil (Non-PNS) tugas, tanggung jawab, pengangkatan,
pembinaan, promosi, pemindah-an tugas, dan pemberhentian dilakukan

sesuai peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang
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d)

bersangkutan.
Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan

Menurut Pasal 38 UU No. 43 Tahun 2007, bahwa setiap
penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai
dengan standar nasional perpustakaan. Sarana dan prasarana
dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi.

Memiliki sumber pendanaan.

Pendanaan perpustakaan menurut Pasal 39 UU No. 43 Tahun 2007,
perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
Artinya, perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berasal
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu,
bersumber dari sebagian anggaran pendidikan, sumbangan masyarakat
yang tidak mengikat, kerja sama yang saling meng-untungkan, bantuan
luar negeri yang tidak mengikat, hasil usaha jasa perpustakaan dan/atau
sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Pemberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional
dimaksud-kan secara formal dimasukkan dalam sistem nasional
perpustakaan untuk secara bersinergi dan terkoordinasi dengan
perpustakaan lainnya mendukung pencapaian tujuan nasional

mencerdaskan kehidupan bangsa.

e. Koleksi Perpustakaan

Koleksi perpustakaan dalam UU No 43 Tahun 2007, Pada pasal 12

disebutkan bahwa :

a)

b)

d)

Koleksi Perpustakaan seleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan
dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan
memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Pengembangan koleksi perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar
nasional perpustakaan.

Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-
undangan disimpan sebagai koleksi Perpustakaan Nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi khusus dan

penggunaan secara terbatas akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Sedangkan pada pasal 13 disebutkan bahwa :

a) Koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk
Nasional (KIN), dan didistribusikan oleh Perpustakaan Nasional.

b) Koleksi nasional yang berada dalam bentuk katalog induk daerah (KID),

dan didistribusikan oleh perpustakaan umum provinsi.

f. Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Terkait sarana dan prasarana perpustakaan diatur dalam Pasal 38 UU
No. 43 Tahun 2007 yaitu :
a) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana
sesuai dengan standar Nasional perpustakaan.
b) Sarana dan prasarana dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

g. Tenaga Perpustakaan

Tenaga perpustakaan dalam UU No. 43 Tahun 2007, pada pasal 29

disbutkan yaitu :

a) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis
perpustakaan.

b) Pustakawan harus memnuhi kualifikasi sesuai dengan standar
Nasional Perpustakaan.

C) Tugas tenaga teknis perpustakaan dapat dirangkap oleh pustakawan
sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

d) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan,
pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga
perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai
dengan peraturan perudang-undangan.

e) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan,
pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga
perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara
perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 30 menyebutkan bahwa Perpustakaan Nasional, perpustakaan

umum Pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum
kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh

pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
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h. Layanan Perpustakaan
Layanan perpustakaan dalam UU No 43. Tahun 2007 tercantum dalam

pasal 14 yaitu :

a) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi
kepentingan pemustaka.

b) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan
perpustakaanberdasarkan standar nasional perpustakaan.

C) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan
sesuaidengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

d) Layanan perpustakaan dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya
perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

e) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional
perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.

f) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar
perpustakaan.

g) Layanan perpustakaan secara terpadu dilaksanakan melalui jejaring

telematika.

i. Penyelenggaraan Perpustakaan
Menurut Pasal 16 UU No. 43 Tahun 2007, penyelenggaraaan
perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
a) Perpustakaan pemerintah;
b) Perpustakaan provinsi;
C) Perpustakaan kabupaten/kota;
d) Perpustakaan kecamatan;
e) Perpustakaan desa;
f) Perpustakaan masyarakat;
g) Perpustakaan keluarga;
h) Perpustakaan pribadi.
Dalam pasal 17 disebutkan bahwa penyelenggaraan perpustakaan

dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

j. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
Menurut Pasal 18 dan Pasal 19 UU No. 43 Tahun 2007, bahwa setiap
perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya,
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pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun
kualitas, dan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta
dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan

perpustakaan tersebut dilakukan berkesinambungan.

k. Pembudayaan Kegemaran Membaca

Menurut Pasal 48 UU No. 43 Tahun 2007, Pemerintah Daerah juga
diberikan wewenang dan tanggung jawab melakukan program gerakan
gemar membaca dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam rangka
pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan
pendidikan, dan masyarakat. Pembudayaan kegemaran membaca pada
keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan
berkualitas.

Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan
dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses
pembelajaran. Sedangkan pembudayaan kegemaran membaca pada
masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-
tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu, meliputi gerakan
buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan
sarana perpustakaan di tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, rumah
sakit, pasar, mall). Selain memfasilitasi menurut Pasal 50 UU No. 43 Tahun
2007, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah mendorong
pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan
bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana

perpustakaan yang mudah diakses.

l. Kerjasama dan Peran Serta Masyarkat

Kerjasama perpustakaan tertuang dalam pasal 42 UU No. 43 Tahun 2007
perpustakaan melakukan Kkerja sama dengan berbagai pihak untuk
meningkatkan layanan kepada pemustaka. Peningkatan layanan kepada
pemustaka bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat
dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan. Kerjasama dilakukan
dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi
informasi dan komunikasi. Sedangkan peran serta masyarakat ada padapasal
43 UU No. 43 Tahun 2007 menyebutkan bahwa masyarakat berperan serta

dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan
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pengawasan perpustakaan.

m. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, dan supervisi.

Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan perpustakaan sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam UU No.
43 Tahun 2007. Pengawasan dimaksud ditujukan untuk menjamin agar
pelaksanaan kegiatan perpustakaan berjalan secara efisien dan efektif sesuai
pembinaan yang dilakukan dan rencana yang ditetapkan. Pengawasan atas
pelaksanaan kegiatan perpustakaan dilakukan melalui kegiatan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan.

a. Pemantauan

Kegiatan pemantauan bertujuan untuk : (a) mengetahui sarana dan
prasarana termasuk koleksi perpustakaan; (b) memastikan semua pihak
yang terlibat dalam pengelolaan dan/atau  penyelenggaraan
perpustakaan telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas
masing-masing. Kegiatan pemantauan dilakukan melalui : (a) pemantauan
secara rutin terhadap kegiatan yang dilakukan pengelola perpustakaan
dan/atau aparat pembina perpustakaan sesuai denganrencana dan hasil
diharapkan; (b) kegiatan dilakukan secara bersama- sama antara
pemantau dan pihak dipantau; (c) pengamatan, diskusi terfokus dan
mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan pengelola perpustakaan.

b. Evaluasi

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui hambatan, peluang,
dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pengelola
perpustakaan dan pembina sebagai bahan acuan upaya perbaikan serta
penyempurnaan kebijakan. Kegiatan evaluasi antara lain dilakukan
melalui menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan pengelola perpustakaan dan pembina. Kegiatan evaluasi dapat
dilakukan dengan cara melibatkan pengelola perpustakaan, Anggota
Dewan Perpustakaan Daerah, aparat Kelurahan, Kecamatan,

Kota/Kabupaten Adminsitrasi.

53



C. Pelaporan

Kegiatan pelaporan bertujuan untuk menginformasikan berbagai
masukan, proses, kendala serta tingkat pencapaian hasil sebagai
bahan/dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan pembinaan yang
dilakukan. Kegiatan pelaporan dilakukan melalui : (a) penyampaian hasil
kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perpustakaan Daerah
dan SKPD/UKPD pembina perpustakaan; (b) laporan dibuat setiap bulan,
triwulan, semester, atau satu tahunan dan akhir tahapan kegiatan

dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah
a. Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah kabupaten/kota pada Urusan
Perpustakaan yaitu:
a. Sub Urusan Pembinaan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten /Kota
berwenang :
a) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/Kota;
b) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
b. Sub Urusan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Pemerintah
Kabupaten/Kota berwenang :
a) Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/Kkota;
b) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh

Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
a. Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pada pasal 80 PP No. 24 Tahun 2014 penyelenggara perpustakaan

pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan
dan pengembangan perpustakaan di daerah; menjamin ketersediaan layanan
perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; menjamin
kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat

sumber belajar masyarakat; menggalakkan promosi gemar membaca dengan
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memanfaatkan perpustakaan; memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan
didaerah; dan menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum
daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan
tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung
pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi
terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

b. Koleksi Perpustakaan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 standar koleksi
perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai Jenis koleksi; jumlah
koleksi; pengembangan koleksi; pengelolaan koleksi; perawatan koleksi; dan
pelestarian koleksi.

Jenis koleksi pada perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan
nonfiksi. Koleksi nonfiksi perpustakaan umum terdiri atas bacaan umum,
referensi, terbitan berkala, dan muatan local. Koleksi nonfiksi pada
perpustakaan sekolah/madrasah terdiri atas buku teks pelajaran, becaan
umum, referensi dan terbitan berkala. Koleksi nonfiksi perpustakaan
perguruan tinggi terdiri atas buku wajib mata kuliah, bacaan umum,
referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian, dan literatur
kelabu. Koleksi nonfiksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum,
referensi, terbitan berkala, laporan penelitian, dan literatur kelabu. Koleksi
perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah/madrasah dapat menambah
alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

Jumlah koleksi pada perpustakaan umum atau perpustakaan khusus
paling sedikit 1.000 (seribu) judul. Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan
sekolah/madrasah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan
dalam standar nasional pendidikan. Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan
perguruan tinggi paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul.

Pengembangan koleksi harus dilakukan berdasarkan kebijakan
pengembangan koleksi pada setiap perpustakaan. Kebijakan pengembangan
koleksi harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun sekali, kebijakan
pengembangan koleksi tersebut disusun secara tertulis sebagai pedoman
pengembangan koleksi perpustakan yang ditetapkan oleh Kepala
Perpustakaan, sedangkan dalam kebijakan pengembangan koleksi mencakup
seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan,

pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah Kkoleksi

55



perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku
dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Perawatan koleksi dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala
meliputi penyimpanan dan konservasi.

C. Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Standar sarana dan prasaran yang termuat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 paling sedikit memuat kriteria yaitu :
lahan; gedung; ruang; perabit; dan peralatan. Aspek dalam pemenuhan
sarana dan prasaran harus memperhatikan aspek teknologi, kontruksi,
ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi ,sarana akses
informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan; Sarana penyimpanan koleksi
paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang
dimiliki; sarana akses informasi berupa perabot, peralatan, dan sarana temu
kembali bahan perpustakaan dan informasi; dan saranan pelayanan
perpustakaan berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis
pelayanan perpustakaan. Perpustakaan yang telah memiliki sarana tersebut
dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
Pengelolaan  koleksi; = penyelenggaraan pelayanan;  pengembangan
perpustakaan; dan kerja sama perpustakaan.

Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang.Lahan
perpustakaan harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman dan nyaman
sedangkan gedung atau ruang perpustakaan setidaknya memenuhi aspek
keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan. Gedung perpustakaan
paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata
secara efektif, efisien, dan estetiksedangakan ruang perpustakaan paling
sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien,

dan estetik.

d. Tenaga Perpustakaan

Standar Tenaga Perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai
kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Tenaga perpustakaan terdiri
dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan memiliki
kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) dalam bidang

perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi, sedangkan
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pustakawan yang mempunyai kualifikasi akademik paling rendah diploma
dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang
terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan
pelatihan bidang perpustakaan. Sedangkan tenaga teknis perpustakaan
merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung
pelaksanaan fungsi perpustakaan. Tenaga teknis nonpustakawan terdiri atas
tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis
ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.

Kompetensi yang harus dimiliki pustakawan mencakup kompetensi
professional dan kompetensi personal, kompetensi professional yang
dimaksud mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja, sedangkan
kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi social.
Pustakawan juga harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diberikan oleh

lembaga sertifikasi.

e. Layanan Perpustakaan

Standar pelayanan perpustakaan memuat mengenai sistem dan jenis
pelayanan. Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan
sistem tertutup sistem tersebut ditentukan oleh setiap perpustakaan. Sistem
pelayanan terbuka adalah sistem pelayanan perpustakaan yang
memperkenankan setiap pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri
koleksi yang dibutuhkannya. Sedangkan sistem pelayanan tertutup adalah
sistem pelayanan perpustakaan yang tidak memperkenankan setiap
pemustaka untuk menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang
dibutuhkannya.

Jenis pelayanan perpustakaan terdiri dari : pelayanan teknis; dan
pelayanan pemustaka. Jenis pelayanan teknis mencakup pengadaan dan
pengolahan bahan sedangkan pelayanan pemustaka mencakup pelayanan
sirkulasi dan pelayanan referensi.

Administrasi pelayanan perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan
memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam
pengelolaan pelayanan perpustakaan. Administrasi pelayanan perpustakaan
mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan
induknya. Administrasi pelayanan perpustakaan merupakan bukti
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Pengembangan
sistem administrasi pelayanan perpustakaan mengikuti perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi.
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Waktu dan jumlah jam pelayanan perpustakaan disesuaikan dengan
kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka

dalam menggunakan perpustakaan.

f. Penyelenggaraan Perpustakaan

Standar penyelenggaraan memuat kriteria paling sedikit mengenai
penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan. Standar
penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan
pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan

informasi pada setiap jenis perpustakaan.

g. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Standar pengelolaan perpustakaan memuat Kkriteria paling sedikit
mengenai: perencanaan; pelaksanaan; dan pengawasan. Perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi.

Perencanaan meliputi rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja
tahunan. Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang
diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerahsesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sedanghkan Rencana kerja tahunan disusun
oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan
keluarga dan pribadi.

Pelaksanaan perpustakaan diukur melalui indikator Kkinerja
perpustakaan. Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan
dilakukan penilaian untuk menentukan klasifikasi perpustakaan yang
dibuktikan dengan sertifikat.

Pengawasan perpustakaan meliputi: Supervisi; Evaluasi; dan Pelaporan.
Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan
pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan Evaluasi terhadap lembaga dan
program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada

penyelenggara perpustakaan.

h. Pembudayaan Kegemaran Membaca
Pada pasal 74 PP No. 24 Tahun 2014 menyebutkan pembudayaan

kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca,
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penyediaan buku murah dan berkualitas, pengembangan dan pemanfatan
perpustakaan sebagai proses pembelajaran, penyediaan sarana perpustakaan
ditempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu; taman bacaan
masyarakat; rumah baca; dan kegiatan sejenisnya. Pembudayaan kegemaran
membaca dilaksanakan oleh pemereintah daerah dan masyarkat. Masyarkat
yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca

diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah.

i. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan perpustakaan meliputi: Supervisi; Evaluasi; dan Pelaporan.
Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan
pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan Evaluasi terhadap lembaga dan
program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada

penyelenggara perpustakaan.

C. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
a. Kewenangan Pemerintah Daerah

1) Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi: perencanaan,
pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, monitoring
dan evaluasi.

2) Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan
perpustakaan di daerah.

3) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)

4) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan
kuantitas penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

5) Pemerintah Provinsi membentuk kelembagaan dan menjamin
penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi.

6) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan dan menjamin

penyelenggaraan Perpustakaan Umum Kab/Kota, Perpustakaan Umum

59



7)

8)

9)

Kecamatan, Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan/Kampung.

Setiap lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang
menjadi  kewenangan  pemerintah  provinsi dan  pemerintah
kabupaten/kota wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki
tenaga pengelola perpustakaan sesuai dengan standar yang berlaku.
Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat
dan pengelola rumah ibadah dapat membentuk unit perpustakaan.
Perpustakaan Provinsi merupakan pembina terhadap semua jenis

perpustakaan yang ada di wilayah kewenangannya.

b. Hak Dan Kewajiban Masyarakat

C.

Masyarakat mempunyai hak untuk:

1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta

memanfaatkan naskah kuno

2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno dapat mendaftarkan ke

Perpustakaan Provinsi.

3) Masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perpustakaan permanen

karena kendala sosial, hukum dan geografis dapat dilayani dengan

layanan perpustakaan keliling.

Masyarakat memiliki kewajiban untuk :

1) menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan,

2) menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya
dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan
Kabupaten/Kota

3) menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di
lingkungannya,

4) mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di
lingkungannya,

5) mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan
fasilitas perpustakaan, dan

6) menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan

perpustakaan.

Jenis-Jenis Perpustakaan

1) Perpustakaan Umum

2) Perpustakaan Khusus
3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah

4) Perpustakaan Perguruan Tinggi
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d. Pembentukan Pepustakaan

Pembentukan perpustakaan umum Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki

minimal ketentuan sebagai berikut :

1) Memiliki sarana dan prasarana dengan minimal terdapat ruangan
pengolahan bahan perpustakaan, ruang penyimpanan kolesi bahan
perpustakaan, ruangan baca, dan ruang layanan perpustakaan.

2) Memiliki koleksi perpustakaan

3) Memiliki tenaga perpustakaan;

4) Memiliki sumber pendanaan.

e. Koleksi Perpustakaan

Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan,
dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan
memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Pengembangan koleksi Perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar
Perpustakaan.

Koleksi terbitan Kota Bontang dan Provinsi Kalimantan Timur
dihimpun, diinventaris, diolah dan dilayankan oleh Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kota Bontang dan Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan
Timur.

f. Sarana Dan Prasarana Perpustakaan

Sarana dan prasarana perpustakaan minimal memperhatikan aspek
kenyamanan, keamanan, kecukupan, dan kebutuhan teknologi informasi
dalam upaya menciptakan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan
perpustakaan.

g. Tenaga Perpustakaan

Tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis
perpustakaan. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
menyediakan dan mengusulkan formasi pustakawan sesuai dengan
kebutuhan kepada pemerintah. Dalam hal pemerintah tidak memberikan
formasi tenaga pustakawan di daerah, Pemeritah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dapat mengangkat pustakawan melalui pendidikan dan
pelatihan (dikat) penyetaraan pustakawan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan. Pustakawan harus memenuhi kualifikasi
sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Peningkatan kapasitas pustakawan dan
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tenaga teknis perpustakaan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan

secara berkesinambungan dan menjadi tanggungjawab penyelenggara

perpustakaan.

h. Layanan Perpustakaan

I.

Berikut ketentuan layanan perpustakaan yang terdapat pada Perda Nomor 7

Tahun 2015 :

1)

2)

3)

Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada
kepentingan pemustaka. Setiap perpustakaan mengembangkan layanan
perpustakaan berbasis teknologi informasi.

Perpustakaan Provinsi dan Pepustakaan Umum Kabupaten/Kota wajib
menyediakan akses untuk pemustaka berkebutuhan khusus.

Layanan perpustakaan secara terpadu dan terintegrasi (on-line)
diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan atau melalui sistem
pemanfaatan bersama koleksi digital (interaperobilitas) melalui jejaring

telematika.

Penyelenggaraan Perpustakaan

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan prinsip:

1
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

pembelajaran sepanjang hayat,
demokrasi

keadilan

keprofesionalan

keterbukaan

keterukuran

Kemanfaatan

Kemitraan, dan

Kearifan lokal.

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

1)

2)

3)

menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat
dan tepat,

mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan
perpustakaan di daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber
informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian
budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah, dan
melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca di tingkat provinsi dan
memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan

masyarakat.
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j. Pengelolaan Dan Pengembangan Perpustakaan

1)

2)

3)

4)

5)

Pemerintah Provinsi menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan
perpustakaan di daerah. Rencana pengelolaan dan pengembangan
perpustakaan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD).Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan
disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas
penyelenggaraan perpustakaan di daerah.

Pengembangan perpustakaan dilakukan melalui kegiatan: penelitian dan
pengkajian bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi
(perpusdokinfo), peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan, advokasi
pembentukan perpustakaan, dan kerjasama perpustakaan.

Pengembangan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi
dan tujuan perpustakaan dengan mengikuti perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi.

Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota
melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sesuai
dengan kewenangan dan wilayah kerja masing-masing dengan
menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pembinaan dan pengembangan perpustakaan mengacu pada Satndar
Nasional Perpustakaan (SNP) dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

k. Pembudayaan Kegemaran Membaca

1)

2)

3)

4)

5)

Perintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat
mendorong tumbuhnya komunitas baca dan rumah baca untuk menunjang
pembudayaan kegemara membaca.

Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan mendorong pembudayaan
kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga
pendidikan, komunitas, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota.

Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan formal
dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan
dalam proses belajar dan mengajar.

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan oleh
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6)

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui penyediaan
sarana dan prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah
dijangkau.

Untuk mendorong peningkatan budaya baca masyarakat, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan kampanye/gerakan

budaya membaca.

l. Pembinaan Dan Pengawasan

1)

2)

3)

Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan semua
jenis perpustakaan ditingkat provinsi dilaksanakan oleh Gubernur
Kalimantan Timur dan Dewan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan semua
jenis perpustakaan pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bupati
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan

supervisi dan pembinaan terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.
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Tabel 3.1 Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
1 Kewenangan Pasal 10 kewenangan daerah | Pasal 80 Pasal 5
Pemerintah Pemerintah kabupaten/kota pada [Penyelenggara perpustakaanRuang lingkup
Daerah Daerahberwenang Urusan Perpustakaan [pemerintah Kabupaten/Kotajpenyelenggaraan
yaitu: berkewajiban untuk menjaminjperpustakaan, meliputi:
a. Menetapkan kebijakan |a. Sub Urusan penyelenggaraan dan| a. perencanaan,
daerah dalam pembinaan Pembinaan pengembangan perpustakaan di| b. pengorganisasian,
dan pengembangan Perpustakaan daerah; menjamin ketersediaan/ c. pendanaan,
perpustakaan di wilayah Pemerintah layanan  perpustakaan secara| d. pelaksanaan, dan
masing- masing; Kabupaten /Kota merata di wilayah masing-masing;| e. pengawasan, monitoring
Mengatur, mengawasi, berwenang : menjamin kelangsungan dan evaluasi.
dan mengevaluasi 1) Pengelolaan penyelenggaraan dan pengelolaan| Pasal 6
penyelenggaraan dan perpustakaan perpustakaan  sebagai pusat| 1) Pemerintah Provinsi
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah sumber belajar  masyarakat; menyusun rencana
di wilayah masing-masing; kabupaten/kota menggalakkan promosi gemar pengelolaan dan
dan 2) Pembudayaan membaca dengan memanfaatkan pengembangan
Mengalih mediakan gemar membaca perpustakaan; memfasilitasi perpustakaan di daerah.
naskah kuno yang dimiliki tingkat Daerah penyelenggaraan  perpustakaan| 2) Rencana pengelolaan dan
oleh masyarakat di kabupaten/kota didaerah; dan menyelenggarakan pengembangan
wilayah  masing-masing |b. Sub Urusan Pelestarian |dan mengembangkan perpustakaan
untuk Koleksi Nasional dan perpustakaan umum  daerah sebagaimana dimaksud

dilestarikan  dan

didayagunakan

Naskah Kuno
Pemerintah
Kabupaten/Kota
berwenang :

1) Pelestarian naskah

kuno milik Daerah

berdasarkan kekhasan daerah

sebagai pusat penelitian dan

rujukan tentang kekayaan budaya
daerah di wilayahnya yang

koleksinya mendukung]

pelestarian hasil budaya daerah

pada ayat (1), disusun
berdasarkan Rencana
Pembangunan

Panjang Daerah (RPJPD)

Jangka

dan Rencana

Pembangunan Jangka
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
kabupaten/kota ; masing-masing dan memfasilitasi Menengah Daerah
2) Pengembangan terwujudnya masyarakat (RPJMD)

koleksi budaya etnis  pembelajar sepanjang hayat. 3) Rencana pengelolaan dan
nusantara yang pengembangan
ditemukan oleh perpustakaan

Pemerintah Daerah

kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun
dalam rangka
meningkatkan  kualitas
dan kuantitas
penyelenggaraan
perpustakaan di daerah.
Pasal 8

1) Pemerintah Provinsi

67



Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan

membentuk
kelembagaan dan
menjamin
penyelenggaraan

2)

Perpustakaan Provinsi.
Pemerintah
Kabupaten/Kota
membentuk

kelembagaan dan
menjamin
penyelenggaraan
Perpustakaan Umum
Kab/Kota, Perpustakaan

Umum Kecamatan,
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
Perpustakaan Umum
Desa/Kelurahan/Kampu
ng.
3) Setiap lembaga

pendidikan formal baik
negeri maupun swasta
yang menjadi
kewenangan pemerintah
provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota  wajib

menyelenggarakan
perpustakaan dan
memiliki tenaga

pengelola perpustakaan
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

sesuai dengan standar
yang berlaku.

4) Perangkat Daerah di
tingkat provinsi dan
kabupaten/kota,
masyarakat dan
pengelola rumah ibadah
dapat membentuk unit
perpustakaan.

Pasal 10

1) Perpustakaan  Provinsi
merupakan pembina

2) Pembinaan perpustakaan

merupakan upaya untuk
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

3)

meningkatkan  kualitas

pengelolaan dan

penyelenggaraan
perpustakaan.

Pembinaan perpustakaan

sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) meliputi
kegiatan:

a. Pendidikan dan
pelatihan
kepustakawanan:

b. Penilaian angka
kredit pejabat

fungsional
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
pustakawan,

C. Pelaksanaan
sertifikasi
pustakawan,

d. Pelaksanaan
akreditasi lembaga

perpustakaan.

4) Pendidikan dan pelatihan

kepustakawanan

sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) huruf a,
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan

peraturan  perundang-
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

),

6)

undangan yang berlaku.

Penilaian angka kredit
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) huruf b,
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan
peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

Pelaksanaan  sertifikasi

pustakawan dan
akreditasi lembaga
perpustakaan

sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf dan
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

7)

d, dilaksanakan setelah
berkoordinasi dan

mendapat  persetujuan

dari Perpustakaan
Nasional Republik
Indonesia.

Dalam rangka penilaian
angka kredit
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) huruf dan
pelaksanaan  sertifikasi
serta akreditasi lembaga
perpustakaan

sebagaimana dimaksud
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
dalam ayat (3) huruf dan
d, perlu dibentuk tim
yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur.
2 Kewajiban Pasal 8
Pemerintah Kewajiban Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota :
a. Menjamin penyelenggaraan

dan pengembangan
perpustakaan di daerah;
Menjamin ketersediaan
layanan perpustakaan
secara merata di wilayah

masing-masing;
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

Menjamin kelangsungan
penyelenggaraan dan
pengelolaan perpustakaan
sebagai pusat sumber

belajar masyarakat;

. Menggalakkan promosi

gemar membaca dengan
memanfaatkan

perpustakaan;

. Memfasilitasi

penyelenggaraan
perpustakaan di daerah; dan
Menyelenggarakan dan

mengembangkan
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
Perpustakaan umum daerah
berdasar kekhasan daerah
sebagai pusat penelitian dan
rujukan tentang kekayaan
budaya daerah di
wilayahnya.
3 Hak Pasal 5 Pasal 17 Ayat 2
Masyarakat Mempunyai hak yang sama Masyarakat berhak menyimpan,

e.

untuk :

Memperoleh layanan serta
memanfaatkan dan
mendayagunakan fasilitas
perpustakaan;

Mengusulkan keanggotaan

merawat dan melestarikan serta
memanfaatkan naskah kuno
Pasal 18 Ayat 1

Masyarakat yang memiliki
naskah kuno dapat

mendaftarkan ke Perpustakaan
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
Dewan Perpustakaan; Provinsi.
g. Mendirikan dan/atau Pasal 20 ayat 2
menyelenggarakan Masyarakat yang tidak
perpustakaan; terjangkau oleh layanan

h. Berperan serta dalam
pengawasan dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan
perpustakaan.

Masyarakat di daerah terpencil,

terisolasi, atau terbelakang

sebagai akibat faktor geografis
berhak memperoleh layanan
perpustakaan secara khusus.

Pelayanan khusus kepada

perpustakaan permanen karena
kendala sosial, hukum dan
geografis dapat dilayani dengan

layanan perpustakaan keliling.
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

masyarakat di daerah terpencil,
terisolasi, atau terbelakang
berhak mendapatkan layanan
perpustakaan sesuai dengan
kondisi setempat misalnya,
perpustakaan keliling atau
perpustakaan terapung.
Sedangkan masyarakat yang
memiliki cacat dan/atau kelainan
fisik, emosional, mental,
intelektual, dan/atau sosial
berhak memperoleh ayanan
perpustakaan yang disesuaikan

dengan kemampuan dan
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
keterbatasan masing-masing.
4 Kewajiban Pasal 6 Pasal 34
Masyarakat Kewajiban masyarakat adalah : Selain peran serta sebagimana

a. Menjaga dan memelihara
kelestarian koleksi
perpustakaan;

b. Menyimpan, merawat, dan
melestarikan naskah kuno
yang dimilikinya dan
mendaftarkannya ke
Perpustakaan Nasional;

c. menjaga kelestarian dan

dimaksud pada Pasal (33),
masyarakat dapat mendukung
penyelenggaraan dan
pengembangan perpustakaan
dengan cara: menjaga dan
memelihara kelestarian koleksi
perpustakaan,

a. menyimpan, merawat, dan

melestarikan naskah kuno
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

keselamatan sumber daya
perpustakaan di
lingkungannya;

Mendukung upaya
penyediaan fasilitas layanan
perpustakaan di
lingkungannya;

Mematuhi seluruh
ketentuan dan peraturan
dalam pemanfaatan fasilitas
perpustakaan; dan

Menjaga ketertiban,
keamanan, dan kenyamanan

lingkungan perpustakaan.

yang dimilikinya dan
mendaftarkannya ke
Perpustakaan Provinsi dan
Perpustakaan

Kabupaten/Kota

. menjaga Kkelestarian dan

keselamatan sumber daya

perpustakaan di
lingkungannya,

mendukung upaya
penyediaan fasilitas

layanan perpustakaan di

lingkungannya,

. mematuhi seluruh
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

e. menjaga

ketentuan dan peraturan
dalam pemanfaatan
fasilitas perpustakaan, dan
ketertiban,
keamanan, dan
kenyamanan lingkungan

perpustakaan.

Jenis

Perpustaka an

Pasal 20

Jenis Perpustakaan Teradiri

atas:

a. Perpustakaan Nasional

b. Perpustakaan Umum

C.

Perpustakaan

Sekolah/Madrasah

Pasal 7
Jenis-Jenis Perpustakaan
1) Perpustakaan Umum
2) Perpustakaan Khusus
3) Perpustakaan
Sekolah/Madrasah

4) Perpustakaan Perguruan
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
d. Perpustakaan Perguruan Tinggi
Tinggi
e. Perpustakaan Khusus
6 Pembentuk an Pasal 15 ayat 3 Pembentukan  perpustakaan
Perpustaka an Pembentukan perpustakaan umum Provinsi dan
paling sedikit memenuhi Kabupaten/Kota memiliki

syarat:

a) Memiliki koleksi
perpustakaan.

b) Memiliki tenaga
perpustakaan

¢) Memiliki sarana dan
prasarana perpustakaan

d) Memiliki sumber

minimal Kketentuan sebagai
berikut :

a.

Memiliki sarana dan

prasarana dengan minimal

terdapat ruangan
pengolahan bahan
perpustakaan, ruang

penyimpanan kolesi bahan
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Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Nomor 23 tahun Nomor 24 Tahun 2014 Provinsi Kalimantan
Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
pendanaan. perpustakaan, ruangan
e) Memberitahukan baca, dan ruang layanan
keberadaannya ke perpustakaan.
Perpustakaan Nasional. Memiliki koleksi
perpustakaan
Memiliki tenaga
perpustakaan;
Memiliki sumber
pendanaan.
7 Koleksi Pasal 12 Pasal 11 Pasal 15
Perpustaka an a) Koleksi Perpustakaan Standar koleksi perpustakaan 1) Perpustakaan Provinsi,
seleksi, diolah, disimpan, memuat Kkriteria paling sedikit Perpustakaan Umum
dilayankan, dan mengenai : Kabupaten/Kota,
dikembangkan sesuai a. Jenis koleksi Perpustakaan  Sekolah
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

b)

dengan kepentingan
pemustaka dengan
memperhatikan
perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi.
Pengembangan koleksi
perpustakaan dilakukan
sesuai dengan standar
nasional perpustakaan.
Bahan perpustakaan yang
dilarang berdasarkan
peraturan
perundangundangan

disimpan sebagai koleksi

b. umlah koleksi

c. Pengembangan koleksi

d. Pengolahan koleksi

e. Perawatan koleksi dan

f. Pelestarian koleksi

Pasal 12

Jenis koleksi pada perpustakaan
berbentuk karya tulis, karya
cetak, dan/atau karya rekam
dalam berbagai media yang
terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
Koleksi nonfiksi perpustakaan
umum terdiri atas bacaan
terbitan

umum, referensi,

pada jenjang pendidikan
dasar yang menjadi
kewenangan pemerintah
kabuaten/kota dan
perpustakaan sekolah
pada jenjang pendidikan
menengah yang menjadi
kewenangan pemerintah
provinsi  menyediakan
minimal 1000 (seribu)

judul  koleksi  bahan

perpustakaan sesuai
dengan kebutuhan
pemustaka.
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
Perpustakaan Nasional. berkala, dan muatan local| 2) Perpustakaan Provinsi
d) Koleksi khusus digunakan Koleksi nonfiksi pada mengelola,
secara terbatas. perpustakaan mendayagunakan  dan
e) Ketentuan lebih lanjut sekolah/madrasah terdiri atas melestarikan karya cetak
mengenai penyimpanan buku teks pelajaran, becaan dan karya rekam yang
koleksi khusus dan umum, referensi dan terbitan dihasilkan di daerah
penggunaan secara terbatas berkala. Koleksi nonfiksi sesuai dengan ketentuan
akan diatur dengan perpustakaan perguruan tinggi peraturan  perundang-
Peraturan Pemerintah. terdiri atas buku wajib mata undangan.
Pasal 13 kuliah, bacaan umum, referensi, 3) Koleki bahan
a) Koleksi nasional terbitan berkala, muatan lokal, perpustakaan

diinventarisasi, diterbitkan
dalam bentuk katalog induk
Nasional (KIN), dan

laporan penelitian, dan literatur
kelabu. Koleksi nonfiksi

perpustakaan Kkhusus terdiri

sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)

dikembangkan secara
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
didistribusikan oleh atas bacaan umum, referensi, berkala dan
Perpustakaan Nasional. terbitan  berkala, laporan berkesinambungan
b) Koleksi nasional yang penelitian, dan literatur kelabu. sesuai kebutuhan
berada dalam bentuk Koleksi perpustakaan umum pemustaka dan
katalog induk daerah (KID), dan perpustakaan perkembangan ilmu
dan didistribusikan oleh sekolah/madrasah dapat pengetahuan dan
perpustakaan umum menambah alat peraga, praktik, teknologi.
provinsi. dan/atau permainan. 4) Pengembangan KkolekKsi
Pasal 13 sebagaimana dimaksud
Jumlah koleksi pada| pada ayat (2) dapat
perpustakaan  umum  atau dilakukan melalui
perpustakaan khusus paling pembelian, tukar
sedikit 1.000 (seribu) judul. menukar,
Jumlah koleksi pada setiap hadiah/sumbangan
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
perpustakaan secara kelembagaan atau
sekolah/madrasah paling] melalui kegiatan sosial

sedikit sesuai dengan standar
yang ditetapkan dalam standar
nasional pendidikan. Jumlah
koleksi pada setiap
perpustakaan perguruan tinggi
paling sedikit 2.500 (dua ribu
lima ratus) judul.

Pasal 14

Pengembangan koleksi harus

dilakukan berdasarkan
kebijakan pengembangan
koleksi pada setiap

3)

6)

kemasyarakatan seperti
bazar buku dan gerakan
pengumpulan buku.
Pemerolehan koleksi
bahan perpustakaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan
melalui proses seleksi,
pengolahan, pelayanan
dan pelestarian.

Untuk mengontrol

pertumbuhan dan
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
perpustakaan. Kebijakan penyebaran koleksi

pengembangan koleksi harus
ditinjau paling sedikit setiap 4
(empat) tahun sekali, kebijakan
pengembangan koleksi tersebut
disusun secara tertulis sebagai
pedoman pengembangan
koleksi  perpustakan  yang
ditetapkan oleh Kepala
Perpustakaan, sedangkan dalam
kebijakan pengembangan
koleksi mencakup seleksi,

pengadaan, pengolahan, dan

penyiangan bahan

bahan perpustakaan baik
koleksi umum maupun

koleksi daerah dilakukan

penyusunan dan
penerbitan literatur
sekunder oleh

Perpustakaan  Provinsi
dalam bentuk: a. Katalog
Induk Daerah (KID): b.
Bibliografi Daerah (BD):
c. Daftar Tambahan Buku
(DTB).

7) Perpustakaan yang
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
perpustakaan, pengembangan ditetapkan sebagai
koleksi, setiap perpustakaan perpustakaan partisipan

Pengolahan

sistem yang baku

teknologi

Perawatan koleksi

harus menambah koleksi
perpustakaan per tahun sesuai
dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 15

perpustakaan dilakukan dengan

memperhatikan perkembangan

komunikasi.

Pasal 16

koleksi

dengan

informasi dan

dilakukan

dalam penyusunan dan

penerbitan literatur
sekunder wajib
memberikan data

bibliografi dalam bentuk
metadata (katalog
koleksi perpustakaan) ke
perpustakaan  provinsi
dalam format digital (soft

copy).
Pasal 16

Untuk menjaga kandungan
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Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Nomor 23 tahun Nomor 24 Tahun 2014 Provinsi Kalimantan
Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
oleh setiap perpustakaan secara] informasi koleksi bahan
berkala meliputi penyimpanan| perpustakaan,  khususnya
dan konservasi. koleksi bahan perpustakaan
lokal (local content)
dilakukan kegiatan
pelestarian melalui proses
alih media (digitalisasi).
8 Sarana dan Pasal 38 Pasal 19 Pasal 13
Prasarana a) Setiap penyelenggara Standar sarana dan prasarana] 1) Penyelenggara
Perpustaka an perpustakaan memuat Kkriteria paling sedikit perpustakaan umum dan

menyediakan sarana dan
prasarana sesuai dengan
standar Nasional

perpustakaan.

mengenai :
a. Lahan
b. Gedung
c¢. Ruang

penyelenggara
perpustakaan sekolah
yang menjadi

kewenangan Pemerintah
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

b) Sarana dan prasarana
dimanfaatkan dan
dikembangkan sesuai
dengan kemajuan

teknologi informasi dan

komunikasi.

d. Perabotdan

e. e.Peralatan

Aspek dalam pemenuhan sarana
dan prasaran harus
memperhatikan aspek teknologi,
kontruksi, ergonomis,
lingkungan, kecukupan, efisiensi,
dan efektivitas.

efektivitas.

Pasal 20

Perpustakaan wajib memiliki
sarana penyimpanan koleksi
,sarana akses informasi, dan

sarana pelayanan perpustakaan;

2)

Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota wajib
memiliki sarana dan
prasarana perpustakaan

yang representatif.

Sarana dan prasarana
perpustakaan
sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1) minimal
memperhatikan aspek
kenyamanan, keamanan,
kecukupan, dan
kebutuhan teknologi

informasi dalam upaya
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

Sarana penyimpanan koleksi
paling sedikit berupa perabot
yang sesuai dengan bahan
perpustakaan yang  dimiliki;
sarana akses informasi berupa
perabot, peralatan, dan sarana
temu kembali bahan
perpustakaan dan informasi; dan
saranan pelayanan perpustakaan
berupa perabot dan peralatan
yang sesuai dengan jenis
pelayanan perpustakaan.

Pasal 22

Setiap  perpustakaan  wajib

menciptakan efektivitas
dan efisiensi
pendayagunaan
perpustakaan.

Pasal 14

1) Prasarana perpustakaan
berupa gedung atau ruang
harus memperhatikan
aspek posisi yang mudah
diakses, strategis, aman,
nyaman dan menjamin
keselamatan dan
kesehatan.

2) Gedung atau  ruang
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Timur Nomor 07 Tahun

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

memiliki lahan dan gedung atau
ruang. Lahan  perpustakaan
harus berada di lokasi yang
mudah diakses, aman dan
nyaman sedangkan gedung atau
ruang perpustakaan setidaknya
memenuhi aspek keamanan,
kenyamanan, keselamatan dan
kesehatan. Gedung perpustakaan
paling sedikit memiliki ruang
koleksi, ruang baca, dan ruang
staf yang ditata secara efektif,
efisien, dan estetiksedangakan

ruang perpustakaan  paling

sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1), minimal
memiliki:

d.

ruangan pengolahan
bahan perpustakaan:
ruang penyimpanan
kolesi bahan
perpustakaan,

ruangan baca, dan
ruang layanan

perpustakaan.
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
sedikit memiliki area koleksi,
baca, dan staf yang ditata secara
efektif, efisien, dan estetik.
9 Tenaga Pasal 29 Pasal 32 Pasal 23
Perpustaka an 1) Tenaga perpustakaan terdiri Tenaga perpustakaan terdiri atas| 1) Tenaga perpustakaan
atas pustakawan dan tenaga pustakawan dan tenaga teknis terdiri dari pustakawan
teknis perpustakaan. perpustakaan; perpustakaan dan tenaga teknis
2) Pustakawan harus memnuhi dapat memiliki tenaga ahli dalam perpustakaan.
kualifikasi sesuai dengan bidang perpustakaan; tenagal 2) Pemerintah Provinsi dan
standar Nasional teknis perpustakaan merupakan Pemerintah
Perpustakaan. tenaga nonpustakawan yang Kabupaten/Kota
3) Tugas tenaga teknis secara teknis mendukung menyediakan dan
perpustakaan dapat pelaksanaan fungsi mengusulkan formasi

dirangkap oleh pustakawan

perpustakaan; dan pustakawan,

pustakawan sesuai dengan
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
sesuai dengan kondisi tenaga teknis perpustakaan, kebutuhan kepada
perpustakaan yang tenaga ahli dalam bidang pemerintah.
bersangkutan. perpustakaan, dan kepala| 3) Dalam hal pemerintah

4) Ketentuan mengenai tugas,
tanggung jawab,
pengangkatan, pembinaan,
promosi, pemindahan tugas,
dan pemberhentian tenaga
perpustakaan yang
berstatus pegawai negeri
sipil dilakukan sesuai
dengan peraturan perudang-
undangan.

5) Ketentuan mengenai tugas,

perpustakaan memiliki tugas

pokok, kualifikasi,
dan/kompetensi.

Pasal 33

1) Pustakawan memiliki

kualifikasi akademik paling
rendah diploma dua (D-II)
dalam bidang perpustakaan
dari perguruan tinggi yang
terakreditasi.

2) Setiap orang yang memiliki

tidak memberikan formasi
tenaga pustakawan di
daerah, Pemeritah
Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dapat
mengangkat pustakawan
melalui pendidikan dan
(dikat)

penyetaraan pustakawan

pelatihan

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
tanggung jawab, kualifikasi akademik paling undangan.

pengangkatan, pembinaan,
promosi, pemindahan tugas,
dan pemberhentian tenaga
perpustakaan yang
berstatus nonpegawai
negeri sipil dilakukan sesuai
dengan peraturan yang
ditetapkan oleh
penyelenggara
perpustakaan yang
bersangkutan.

Pasal 30

Perpustakaan Nasional,

3)

rendah diploma dua (D-II) di
luar bidang perpustakaan
dari perguruan tinggi yang
terakreditasi dapat menjadi
pustakawan setelah lulus
pendidikan dan pelatihan
bidang perpustakaan.

Pendidikan dan pelatihan
dalam bidang perpustakaan
diselenggarakan oleh
perpustakaan Nasional atau
lembaga lain yang

diakreditasi oleh

4)

5)

Pustakawan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi
kualifikasi sesuai dengan
Standar Nasional
Perpustakaan (SNP) dan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pustakawan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dibantu oleh

tenaga teknis

perpustakaan yang
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
perpustakaan umum perpustakaan Nasional atau memiliki kompetensi

Pemerintah, perpustakaan
umum provinsi, perpustakaan
umum kabupaten/kota, dan
perpustakaan perguruan tinggi
dipimpin oleh pustakawan atau
oleh tenaga ahli dalam bidang

perpustakaan.

lembaga akreditasi.

6)

7)

sesuai kebutuhan untuk

mendukung tugas
kepustakawanan.

Tugas tenaga  teknis
perpustakaan
sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (4)
dapat dirangkap oleh
pustakawan sesuai kondisi
perpustakaan.
Peningkatan kapasitas
pustakawan dan tenaga

teknis perpustakaan
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

dilakukan melalui
pendidikan dan pelatihan
secara berkesinambungan.
8) Peningkatan kapasitas
pustakawan dan tenaga
teknis perpustakaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) menjadi
tanggungjawab
penyelenggara

perpustakaan.

10

Layanan

Perpustaka an

Pasal 14
a) Layanan perpustakaan

dilakukan secara prima

Pasal 23 ayat 1
Standar pelayanan

perpustakaan memuat

Pasal 20
Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota:
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

dan berorientasi bagi
kepentingan pemustaka.
b) Setiap perpustakaan
menerapkan tata cara
layanan perpustakaan
berdasarkan standar
nasional perpustakaan.
c) Setiap perpustakaan
mengembangkan layanan
perpustakaan sesuai
dengan kemajuan
teknologi informasi dan
komunikasi.

d) Layanan perpustakaan

mengenai sistem dan jenis
pelayanan.

Pasal 24 ayat 1

Sistem pelayanan
perpustakaan terdiri  atas
sistem terbuka dan sistem
tertutup.

Pasal 25

Jenis pelayanan perpustakaan
terdiri dari :

a. pelayanan teknis; dan

b. pelayanan pemustaka.
Jenis pelayanan teknis

mencakup pengadaan dan

a. menjamin ketersediaan
layanan perpustakaan
secara  merata di
daerah, dan

b. menjamin
kelangsungan
penyelengaraan  dan
pengelolaan
perpustakaan sebagai
pusat sumber belajar
masyarakat.

1) Masyarakat yang tidak
terjangkau oleh layanan

perpustakaan  permanen
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

dikembangkan melalui
pemanfaatan sumber daya
perpustakaan untuk
memenuhi kebutuhan
pemustaka.

e) Layanan perpustakaan
diselenggarakan sesuai
dengan standar nasional
perpustakaan untuk
mengoptimalkan
pelayanan kepada
pemustaka.

f) Layanan perpustakaan

terpadu diwujudkan

pengolahan bahan sedangkan
pelayanan pemustaka
mencakup pelayanan sirkulasi
dan pelayanan referensi.

Pasal 26
Administrasi pelayanan
perpustakaan diselenggarakan
dengan tujuan memudahkan
dan menjamin keefektifan

pelaksanaan  kerja  dalam

pengelolaan pelayanan
perpustakaan. Administrasi
pelayanan perpustakaan

mengikuti pola dan cara yang

karena kendala sosial,
hukum dan  geografis

dapat dilayani dengan

layanan perpustakaan
keliling.
2) Layanan perpustakaan

dilakukan secara prima
dan berorientasi pada
kepentingan pemustaka.
3) Setiap perpustakaan
mengembangkan layanan
perpustakaan berbasis
teknologi informasi.

4) Perpustakaan Provinsi dan
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
melalui kerja sama antar baku atau yang berlaku dalam Pepustakaan Umum

perpustakaan.

g) Layanan perpustakaan
secara terpadu
dilaksanakan melalui

jejaring telematika.

organisasi badan induknya.

Administrasi pelayanan
perpustakaan merupakan
bukti pertanggungjawaban

dalam  pelaksanaan  tugas
pelayanan. Pengembangan
sistem administrasi pelayanan
perpustakaan mengikuti
perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi.

Pasal 27

Waktu dan jumlah jam

pelayanan perpustakaan

5)

Kabupaten/Kota wajib
menyediakan akses untuk

pemustaka berkebutuhan

khusus.

Layanan perpustakaan
secara terpadu dan
terintegrasi (on-line)
diwujudkan melalui
kerjasama antar

perpustakaan atau melalui
sistem pemanfaatan
bersama koleksi digital

(interaperobilitas) melalui
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

disesuaikan dengan kebutuhan
pemustaka dengan
mempertimbangkan

kemudahan pemustaka dalam

menggunakan perpustakaan.

jejaring telematika.
Pasal 21
Sistem layanan perpustakaan
ditetapkan oleh
penyelenggara perpustakaan
sesuai kebutuhan atau kondisi
perpustakaan.
Pasal 22
1) Produk dan jenis layanan
perpustakaan disesuaikan
dengan kebutuhan
pemustaka dan sumber
daya yang tersedia.

2) Pemustaka berhak untuk

103



No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

3)

membaca dan meminjam
koleksi bahan
perpustakaan sesuai
dengan ketentuan dan tata

tertib yang ditetapkan oleh

perpustakaan.
Pemustaka yang
menggunakan koleksi
perpustakaan

sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib
menjaga dan/atau
mengembalikan  koleksi

yang dipergunakan sesuai
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
dengan ketentuan dan tata
tertib yang ditetapkan oleh
perpustakaan.
11 Penyelengg Pasal 16 Pasal 41 Pasal 2
araan Penyelenggaraan perpustakaan Standar penyelenggaraan |Penyelenggaraan dan
Perpustaka an berdasarkan kepemilikan memuat kriteria paling sedikit |pengelolaan perpustakaan

terdiri atas:

a) Perpustakaan pemerintah;

b) Perpustakaan provinsi;

c) Perpustakaan
kabupaten/kota;

d) Perpustakaan kecamatan;

e) Perpustakaan desa;

mengenai  penyelenggaraan
perpustakaan di berbagai jenis
perpustakaan

Pasal 42 ayat 1

Standar penyelenggaraan
perpustakaan mencakup
prosedur pengadaan dan

berdasarkan prinsip:

1) pembelajaran  sepanjang
hayat,

2) demokrasi

3) keadilan

4) keprofesionalan

5) keterbukaan
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

f) Perpustakaan masyarakat;
g) Perpustakaan keluarga;

h) Perpustakaan pribadi.

Pasal 17
penyelenggaraan perpustakaan
dilakukan sesuai dengan

standar nasional perpustakaan.

pendayagunaan sumber daya
perpustakaan, serta prosedur
layanan informasi pada setiap

jenis perpustakaan.

6) keterukuran
7) Kemanfaatan
8) Kemitraan, dan
9) Kearifan lokal.
Pasal 3
Penyelenggaraan
perpustakaan dimaksudkan
untuk menjamin pengelolaan
dan pengembangan
perpustakaan di daerah secara
berkualitas, terintegrasi dan
berkesinambungan dalam
kerangka meningkatkan

kecerdasan masyarakat.
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
Pasal 4
Penyelenggaraan

perpustakaan bertujuan untuk:

a.

menyediakan  pelayanan

perpustakaan kepada
masyarakat secara cepat
dan tepat,

mewujudkan
keberlangsungan
pengelolaan dan
pengembangan
perpustakaan di daerah
sebagai wahana

pendidikan, penelitian,
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

sumber informasi, ilmu
pengetahuan, teknologi,
kesenian, wahana

pelestarian budaya daerah

dan rekreasi, sesuai
karakteristik budaya
daerah, dan

melaksanakan

pembudayaan kegemaran
membaca di tingkat
provinsi dan memperluas
wawasan serta
pengetahuan, guna

mencerdaskan kehidupan
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
masyarakat.
12 Pengelolaan Pasal 18 Pasal 43 Pasal 11
Perpustaka an Setiap perpustakaan dikelola Standar pengelolaan | 1) Perpustakaan Provinsi
sesuai dengan standar nasional perpustakaan memuat kriteria melaksanakan
perpustakaan. paling  sedikit mengenai: pengembangan
perencanaan; pelaksanaan; perpustakaan pada semua
dan pengawasan. jenis perpustakaan yang
Perencanaan, pelaksanaan, ada di wilayah provinsi.

dan pengawasan dilakukan
dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi.

Pasal 44

2)

Pengembangan
perpustakaan

sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan

melalui kegiatan:
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
Perencanaan meliputi rencana a. penelitian dan

strategis, rencana Kkerja dan
rencana kerja tahunan.
Rencana strategis dan rencana
kerja disusun oleh
perpustakaan yang
diselenggarakan pemerintah
atau pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.
Sedanghkan Rencana kerja
tahunan disusun oleh
perpustakaan yang

diselenggarakan masyarakat,

b. peningkatan kapasitas

c. advokasi

d. Kerjasama

pengkajian bidang
perpustakaan,
dokumentasi dan
informasi

(perpusdokinfo),

pengelola

perpustakaan,

pembentukan

perpustakaan, dan

perpustakaan.
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

kecuali perpustakaan keluarga
dan pribadi.
Pasal 45 ayat 1
Pelaksanaan perpustakaan
diukur  melalui  indikator
kinerja perpustakaan.

Pasal 46 ayat 1

Perpustakaan yang memenubhi
standar nasional perpustakaan
dilakukan penilaian untuk
menentukan klasifikasi
perpustakaan yang dibuktikan

dengan sertifikat.

3) Pengembangan
perpustakaan
sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan berdasarkan

karakteristik, fungsi dan
tujuan perpustakaan
dengan mengikuti
perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi.
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
13 Pengembangan | Pasal 19 1) Pemerintah Provinsi
Perpustakaan Pengembangan perpustakaan menyusun rencana
merupakan upaya peningkatan pengelolaan dan
sumber daya, pelayanan, dan pengembangan

pengelolaan perpustakaan, baik
dalam hal kuantitas maupun
kualitas, dan dilakukan
berdasarkan karakteristik,
fungsi dan tujuan, serta
dilakukan sesuai dengan
kebutuhan pemustaka dan
masyarakat dengan
memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi.

2)

perpustakaan di daerah.

Rencana pengelolaan dan
pengembangan

perpustakaan disusun
berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD)

dan Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

Pengembangan perpustakaan
tersebut dilakukan

berkesinambungan.

3)

4)

(RPJMD).

Rencana pengelolaan dan
pengembangan
perpustakaan disusun
dalam rangka
meningkatkan kualitas dan
kuantitas penyelenggaraan
perpustakaan di daerah.
Pengembangan
perpustakaan  dilakukan
melalui kegiatan:
penelitian dan pengkajian
bidang perpustakaan,

dokumentasi dan
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

5)

informasi (perpusdokinfo),
peningkatan kapasitas
pengelola  perpustakaan,
advokasi pembentukan
perpustakaan, dan
kerjasama perpustakaan.
Pengembangan

perpustakaan  dilakukan
berdasarkan karakteristik,
fungsi dan tujuan
perpustakaan dengan
mengikuti perkembangan
teknologi informasi dan

komunikasi.
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

6)

7)

Perpustakaan Provinsi dan
Perpustakaan Umum
Kabupaten/Kota

melaksanakan pembinaan
dan pengembangan
perpustakaan sesuai
dengan kewenangan dan

wilayah kerja masing-

masing dengan
menerapkan prinsip
koordinasi dan
sinkronisasi.

Pembinaan dan
pengembangan
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
perpustakaan mengacu
pada Satndar Nasional
Perpustakaan (SNP) dan
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
14 Pembudaya an Pasal 48 Pasal 74 (1) Pasal 24
Kegemaran Pembudayaan kegemaran 1) Pembudayaan kegemaran | 1) Pemerintah Provinsi
Membaca membaca dilakukan melalui membaca dilakukan memfasilitasi dan
keluarga, satuan pendidikan, melalui gerakan nasional mendorong
dan masyarakat. Pembudayaan gemar membaca, pembudayaan
kegemaran membaca pada penyediaan buku murah kegemaran membaca
keluarga difasilitasi oleh dan berkualitas, dengan menyediakan
Pemerintah Daerah melalui pengembangan dan bahan bacaan bermutu.
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

buku murah dan berkualitas.
Pembudayaan kegemaran
membaca pada satuan
pendidikan dilakukan dengan
mengembangkan dan
memanfaatkan perpustakaan
sebagai proses pembelajaran.
Pembudayaan kegemaran
membaca pada masyarakat
dilakukan melalui penyediaan
sarana perpustakaan di tempat-
tempat umum yang mudah
dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 50

2)

pemanfatan perpustakaan
sebagai proses
pembelajaran, penyediaan
sarana perpustakaan
ditempat umum  yang
mudah dijangkau, murah
dan bermutu; taman
bacaan masyarakat; rumah
baca; dan kegiatan
sejenisnya.

Pembudayaan kegemaran
membaca dilaksanakan
oleh pemereintah daerah

dan masyarkat.

2) Pembudayaan

kegemaran membaca
dilakukan melalui
keluarga, lembaga
pendidikan, komunitas,
pemerintah pusat,

pemerintah provinsi dan
pemerintah
kabupaten /kota.
3) Pembudayaan
kegemaran membaca
pada lembaga pendidikan
formal dilakukan dengan

mengembangkan dan
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan

Pemerintah Daerah 3) Masyarkat yang berhasil memanfaatkan

bersamasama dengan melakukan gerakan perpustakaan dalam

Pemerintah mendorong pembudayaan kegemaran proses belajar dan

pembudayaan kegemaran membaca diberikan mengajar.

membaca dengan menyediakan penghargaan oleh | 4) Pembudayaan

bahan bacaan bermutu, murah, pemerintah daerah. kegemaran membaca

dan terjangkau serta pada masyarakat

menyediakan sarana dan dilakukan oleh

prasarana perpustakaan yang

mudah diakses

pemerintah provinsi dan
pemerintah

kabupaten/kota melalui
penyediaan sarana dan
prasarana perpustakaan

di tempat-tempat umum
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

yang mudah dijangkau.

5) Untuk mendorong
peningkatan budaya baca
masyarakat, pemerintah
provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota
melakukan
kampanye/gerakan
budaya membaca.

Pasal 25

Perintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota

dan masyarakat mendorong

tumbuhnya komunitas baca
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
dan rumah baca untuk
menunjang pembudayaan
kegemara membaca.
15 Kerjasama dan Pasal 42 Pasal 32

Peran

Masyarkat

Perpustakaan melakukan kerja
sama dengan berbagai pihak
untuk meningkatkan layanan
kepada pemustaka.
Peningkatan layanan kepada
pemustaka bertujuan untuk
meningkatkan jumlah
pemustaka yang dapat dilayani

dan meningkatkan mutu

1) Pemerintah Provinsi
mengembangkan pola

kerjasama dalam rangka

penyelenggaraan
perpustakaan sesuai
ketentuan peraturan

perundang- undangan.
2) Kerjasama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
layanan perpustakaan. dilakukan antara
Kerjasama dilakukan dengan Pemerintah Daerah
memanfaatkan sistem jejaring dengan:

perpustakaan yang berbasis
teknologi informasi dan
komunikasi.

Pasal 43

Masyarakat berperan serta
dalam pembentukan,
penyelenggaraan, pengelolaan,
pengembangan, dan

pengawasan perpustakaan.

a. Pemerintah Pusat,

b. Pemerintah Provinsi
lain,

c. Pemerintah
Kabupaten/Kota,

d. Lembaga Pendidikan,

e. Dunia Usaha

f. Pihak luar negeri,
Organisasi
kemasyarakatan,

dan/atau
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

g. Perorangan.

3) Bentuk kerjasama dalam
penyelenggaraan
perpustakaan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. penyediaan sarana
dan prasarana
perpustakaan,

b. penyediaan,
pengembangan dan
pengolahan koleksi
bahan perpustakaan

c. peningkatan
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

pelayanan
perpustakaan,

d. promosi dan
pembudayaan
kegemaran
membaca,

e. peningkatan
kompetensi
sumberdaya manusia
perpustakaan:

f. pelaksanaan
kerjasama jaringan
(networking):

dan/atau
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

g. kerjasama lain sesuai
kebutuhan.

4) Kerjasama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk
perjanjian kerjasama dan
dilaksanakan sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 33

1) Dalam rangka
pembentukan,
penyelenggaraan,

pengelolaan,
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
pengembangan dan
pengawasan

2)

perpustakaan diperlukan
peran serta masyarakat.
Peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan
dengan berperan aktif
memberikan saran dan
masukan untuk
pengembangan
perpustakaan dan minat

baca masyarakat.
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

Pasal 34

Selain peran serta

sebagimana dimaksud pada

Pasal (33), masyarakat dapat

mendukung

penyelenggaraan dan
pengembangan
perpustakaan dengan cara:

a. menjaga dan memelihara
kelestarian koleksi
perpustakaan,

b. menyimpan, merawat,

dan melestarikan naskah

kuno yang dimilikinya
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No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

dan mendaftarkannya ke
Perpustakaan  Provinsi
dan Perpustakaan
Kabupaten/Kota

menjaga kelestarian dan
keselamatan sumber

daya perpustakaan di

lingkungannya,
. mendukung upaya
penyediaan fasilitas

layanan perpustakaan di
lingkungannya,
mematuhi seluruh

ketentuan dan peraturan
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
dalam pemanfaatan
fasilitas  perpustakaan,
dan
f. menjaga ketertiban,
keamanan, dan
kenyamanan lingkungan
perpustakaan.
16 Pembinaan dan | Pasal 10 hurufa Pasal 47 Pasal 28

Pengawasan

Pemerintah daerah berwenang

a. menetapkan kebijakan
daerah dalam pembinaan
dan pengembangan

perpustakaan di wilayah

1) Pengawasan perpustakaan
meliputi: Supervisi;
Evaluasi; dan Pelaporan.

2) Supervisi dilakukan oleh
pimpinan perpustakaan

dan lembaga perwakilan

1) Pengawasan, monitoring
dan evaluasi terhadap

penyelenggaraan semua

jenis perpustakaan
ditingkat provinsi
dilaksanakan oleh
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Undang-Undang Nomor 43

Undang-Undang

Nomor 23 tahun

Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2014

Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan

Substansi Tahun 2007 Tentang 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Timur Nomor 07 Tahun
Perpustakaan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 43 2015 Tentang
No Daerah Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan Perpustakaan
masingmasing; pihak-pihak yang Gubernur Kalimantan
berkepentingan Timur dan Dewan
Pasal 10 hurufb 3) Evaluasi terhadap lembaga Perpustakaan  Provinsi
Pemerintah daerah berwenang dan program perpustakaan Kalimantan Timur
: mengatur, mengawasi, dan dilakukan oleh berdasarkan ketentuan
mengevaluasi penyelenggaraan penyelenggara  dan/atau peraturan  perundang-
dan pengelolaan perpustakaan masyarakat. undangan yang berlaku.
di wilayah masing-masing; 4) Pelaporan dilakukan oleh |2) Pengawasan, monitoring

pimpinan perpustakaan
dan disampaikan kepada
penyelenggara

perpustakaan.

dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan semua
jenis perpustakaan pada
tingkat kabupaten/kota
dilaksanakan oleh Bupati

berdasarkan ketentuan

129



No

Substansi

Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Undang-Undang
Nomor 23 tahun
2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 Tentang

Perpustakaan

Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 07 Tahun
2015 Tentang
Penyelenggaraan

Perpustakaan

3)

peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.
Pengawasan, monitoring
dan evaluasi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
dilaksanakan melalui
kegiatan supervisi dan
pembinaan terhadap
mutu  penyelenggaraan

perpustakaan.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945, pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan
tersebut, terutama dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan
masyarakat perlu ditumbuh kembangkan minat dan kegemaran membaca
melalui perpustakaan yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat untuk
saat ini dan yang akan datang yang sesuai dengan kedudukan dan peran
Pemerintah Kota Bontang.

Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kecerdasan masyarakat melalui
penumbuhkembangan minat dan kegemaran membaca diperlukan
perpustakaan yang menjamin kebutuhan akan bahan perpustakaan sehingga
mampu menjawab berbagai tantangan perubahan dan perkembangan baik
lokal, nasional, maupun global sesuai dengan keberadaan Pemerintah Kota
Bontang.

Upaya Pemerintah Kota Bontang dalam Penyelenggaraan Perpustakaan
hendaknya senantiasa berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

1. Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan
Yang Maha Esa;

2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan
martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang
adil beradab;

3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional
seperti yang terdapat di dalam sila persatuan Indonesia;

4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat dalam
sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan; serta

5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun social seperti yang tercantum
dalam sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Arief Sidharta mengemukakan bahwa Negara Indonesia yang

diperjuangkan untuk diwujudkan adalah Negara Pancasila dengan ciri-ciri
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sebagai berikut :

. Negara Pancasila adalah Negara hukum, yang di dalamnya semua penggunaan
kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-
batas yang ditetapkan oleh hukum, a fortiori untuk penggunaan kekuasaan
publik. Jadi, pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan
berdasarkan, dengan dan oleh hukum (“rule by law” dan “rule of law”);

. Negara Pancasila itu adalah Negara demokratis yang dalam keseluruhan
kegiatan bernegaranya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat, yang di
dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus
dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus selalu terbuka bagi
pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan atatanan
hukum yang berlaku.

. Negara Pancasila adalah organisasi seluruh rakyat yang menata diri secara
rasional untuk dalam kebersamaan berikhtiar, dalam kerangka dan melalui
tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir batin
bagi seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia
dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konsepsi Negara Pancasila ini, maka
Negara dan pemerintah lebih merupakan koordinasi berbagai pusat
pengambilan keputusan rasional yang berintikan asas rasionalitasefisiensi,
asas rasionalitas-kewajaran, asas rasionalitas-berkaidah dan asas rasionalitas-
nilai, ketimbang organisasi kekuasaan semata-mata.

Negara Pancasila yang dicita-citakan adalah Negara hukum yang
berdasarkan asas kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan
berkeadilan (keadilan sosial) bagi seluruh rakyat Indonesia serta perdamaian
dunia. Apabila dicermati secara mendalam, yang diharapkan oleh penyusun
UUD 1945 bukanlah semata suatu Negara Hukum dalam arti yang sangat
sempit atau Negara berdasarkan Undang-undang; bukan pula kehidupan
bernegara berdasarkan supremasi hukum semata, tetapi kehidupan berbangsa
dan bernegara yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesa;
baik bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan politik, tetapi juga
bagi tiap-tiap warga negaranya; tua-muda, tinggi-rendah, kaya-miskin, tanpa
perbedaan asal-usul ethnologis atau rasial, atau tinggi rendahnya status sosial
seseorang, atau apa agama yang dianutnya. Karena itu paham Negara Hukum
sebagaimana berkembang di abad ke-20, yaitu yang sekaligus harus
mengembangkan suatu Negara yang sejahtera (Welfare State).

Sementara itu dalam tataran filsafat hukum Bagir Manan mengemukakan
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pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum
(termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukan dalam
pengertian yang disebut dengan rechtsidee yaitu apa yang diharapkan dari
hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan
sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik
dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang
kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain
sebagainya.

Pemerintah Kota Bontang menyusun Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan dengan beberapa pertimbangan filosofis
sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia perlu ditumbuhkan minat dan kegemaran
membaca pada masyarakat.

2. Penumbuhan minat dan kegemaran membaca perlu didorong melalui
pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sarana untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan
rekreasi para pemustaka

3. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin penyelenggaraan
dan pengembangan perpustakaan di daerah, dan berwenang untuk
menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan

perpustakaan di daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam berbagai aspek. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah memiliki
kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan,
peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang
ditujukan untuk pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Di bidang perpustakaan, wilayah Kota Bontang memiliki kewenangan dalam
hal Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah; Pembudayaan gemar membaca
tingkat Daerah; Pelestarian naskah kuno milik Daerah; dan Pengembangan
koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang

Perpustakan pemerintah daerah berwenang dan mempunyai tanggungjawab
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dalam pembentukan perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan dan
pengelolaan dan pengembangan perpustakaan. Berkaitan dengan hal tersebut,
pemerintah daerah juga mempunyai tugas untuk menetapkan kebijakan di
daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan
Perpustakaan.

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan diperlukan
untuk memberikan kejelasan arah pembangunan penyelenggaraan dan
pengembangan perpustakaan di Kota Bontang dan kepastian hukum bagi
pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperoleh hak dan
melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan perpustakaan dapat mengarah pada pemecahan
permasalahan yang dihadapi oleh perpustakaan, dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pemerintah Kota Bontang menyusun Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan dengan beberapa pertimbangan sosialogis
bahwa:

1. Kondisi perpustakaan di Kota Bontang masih banyak yang belum
memenuhi Standar Nasional Perpustakaan;

2. Dalam pengelolaan, sebagian besar Perpustakaan belum menyusun
rencana kerja perpustakaan yang baik;

3. Pemerintah daerah belum mempunyai dasar dalam menentukan kebijakan
dalam menentukan arah dalam pengelolaan Perpustakaan;

4. Pemerintah bersama dengan masyarakat Kota Bontang secara bersama-
sama ingin berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat

melalui Perpustakaan.

C. Landasan Yuridis
Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan mempunyai
landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan. Sebagai acuan normatif
substansial dan kompetensi kelembagaan, maka pembentukan Peraturan
Daerah harus dilandasi pada dasar hukum lain. Adapun peraturan-peraturan
lain yang melandasi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan adalah
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
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10.

11.

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6291);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan;

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembar Daerah Provinsi
Kalimantan Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan
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Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

12.Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUPMATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Hendak Dicapai
Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup
materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan adalah tersedianya regulasi daerah yang
mengatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Boyolali.
Jangkauan pengaturan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Boyolali tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah meliputi

a. Ketentuan Umum

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang penyelenggaraan
Perpustakaan Daerah tidak terlepas darijangkauan dan arah yang
telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma
dalam Rancangan Peraturan Daerah itu. Oleh karena itu dapat
diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang
tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah adalah sebagai
berikut

Dalam Ketentuan umum ini memuat peristilahan atau definisi,
singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah.
Peristilahan atau definisi yang akan dimasukan dalam Ketentuan
Umum antara lain:

1. Daerah adalah Kota Bontang.

2. Walikota adalah Walikota Bontang.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.
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10.

11.

12.

13.

Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Bidang
Perpustakaan yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah
adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah di bidang Perpustakaan.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis,
karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional
dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan
pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi
para pemustaka.

Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan
perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan,
pembinaan dan pengawasan perpustakaan.

Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga
yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya
cetak dan/atau karya rekam.

Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi
milik perpustakaan di Kota dalam bentuk karya tulis, karya
cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak
diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di
luarnegeri.

Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk
karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam
berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang
dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.

Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak
dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang
berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur
paling rendah 50 (lima puluh)tahun, dan yang mempunyai nilai
penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu
pengetahuan.

Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan
bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang

hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

agama dan statussosial-ekonomi.

Perpustakaan Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi
sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,
perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang
berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang
merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai
pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan
pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah
perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan
pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar
untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang
berkedudukan di sekolah/madrasah.

Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang
melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis
perpustakaan di Daerah dan Kabupaten, dengan mengacu
pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.

Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana
angkutan dalam melayani pengguna.

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi
yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan
kepustakawanan, sertamempunyai tugas dantanggungjawab
untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non- pustakawan
yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi
perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga
teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaituperseorangan,
kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang
memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang

berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan
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24.

25.

26.

dalam bidang perpustakaan.

Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang
berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan
dalam bidang perpustakaan.

Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang
berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan
dalam bidang perpustakaan.

Akreditasi perpustakaan adalah prosedur yang digunakan oleh Lembaga
Akreditasi Nasional Perpustakaan Nasional dalam memberikan
pengakuan formal bahwa suatu perpustakaan mempunyai kemampuan
untuk melakukan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar

nasional perpustakaan.

B. Materi yang Akan Diatur

1. Asas, Maksud dan Tujuan

s WN

Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pembentukan,  Penyelenggaraan, Pengelolaan dan

Pengembangan Perpustakaan

© 0 N o O

Jenis-Jenis Perpustakaan
Layanan Perpustakaan
Koleksi Perpustakaan
Tenaga Perpustakaan

Sarana dan Prasarana

10. Organisasi Profesi

11. Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat

12. Pendanaan Perpustakaan

13.Pembudayaan Kegemaran Membaca

14.Penghargaan

15. Pembinaan dan Pengawasan

16. Larangan

17. Sanksi Administrasi

18. Ketentuan Penyidikan

19. Ketentuan Pidana

20.Ketentuan Penutup
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C. Ketentuan Sanksi

Ketentuan Sanksi Administratif Dapat Berupa:

1

Jika buku hilang mengganti dengan buku/judul yang sama, atau jika
tidak ada maka akan ditetapkan oleh pustakawan sesuai dengan
subjek yang sama/serupa.

Menahan kartu anggota perpustakaan sesuai dengan waktu
keterlambatan pengembalian buku yang dipinjam, dan selama itu

juga anggota tidak boleh melakukan peminjaman bahan Pustaka.
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BAB VI
PENUTUP

Perpustakaan merupakan suatu tempat untuk belajar, mencari dan
mengembangkan informasi ataupun lembaga pendidikan, dan juga sebagai saranan
edukatif dalam pendidikan yang dikelola sedemikian rupa. Pada perpustakaan berisi
kumpulan buku baik yang dalam bentuk cetak ataupun buku digital yang dapat
diakses dengan jaringan komputer. Pemerintah Kota Bontang perlu menyusun
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dengan pertimbangan
filosofis bahwa: (1) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perlu ditumbuhkan minat dan
kegemaran membaca pada masyarakat; (2) Penumbuhan minat dan kegemaran
membaca perlu didorong melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan
sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian
informasi dan rekreasi para pemustaka.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan perlu disusun dengan
pertimbangan sosiologis bahwa: (1) kondisi perpustakaan di Kota Bontang masih
banyak yang belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan; (2) dalam
pengelolaan sebagian besar perpustakaan belum menyusun rencana Kkerja
perpustakaan yang baik; (3) Pemerintah daerah belum mempunyai dasar dalam
menentukan kebijakan dalam menentukan arah dalam pengelolaan Perpustakaan;
dan (4) pemerintah bersama dengan masyarakat Kabupaten Boyolali secara bersama-
sama ingin berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui
Perpustakaan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan agar
menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah. Perlu dilakukan pembahasan
pasal demi pasal dengan bagian hukum sekretariat daerah dan stakeholder terkait
dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Perpustakaan.
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